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Nama : Saharuddin R 
Nim : 10400117103 
Judul : Problematika Pemberian Hak Diskresi dan Impunitas kepada 
Pemerintah terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan 
Pandemi Covid-19 
Penelitian ini bertujuang untuk mengetahui penerapan dan penggunaan 
dikresi dan Impunitas terhadap pengelolaan keuangan negara dalam masa keadaan 
darurat (covid-19) serta pertanggungjawaban pejabat pemerintah terhadap hak 
yang diberikan kepadanya dan bagaimana imlikasi diskresi dan impunitas 
terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 
Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian 
dengan menggunakan jenis penelitian normatif yakni menkaji aturan-aturan baik 
didalam undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan 
diskresi, impunitas dan keuangan negara dengan mengumpulkan data melalui 
metode kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika mengenai diskresi dan 
impunitas hingga pada saat ini masi menjadi persoalan pro kontra di negara 
indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan 
pertanggungjawaban atas kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat publik, 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan 
negara hukum, dalam ini berarti segala tindakan negara haruslah didasarkan pada 
prinsip-prinsip negara hukum yang salah satunya adalah pembatasan kekuasaan, 
persamaan di depan hukum serta peradilan khusus di bidang administrasi. Hal 
tersebut kontradiktif apabila melihat sejumlah norma yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang salah satu pasalnya adalah peniadaan 
sanksi pidana ataupun perdata bagi pejabat yang melakukan tindakan merugikan 
negara baik dalam bentuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi atas 
ketetapan atau keputusan yang dibuatnya. perdebatan yang terjadi banyak berasal 
dari kalangan ahli hukum pidana, praktisi, maupun akademisi hukum secara 
umum. dikarenakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) sebagai pembatas 
kewenangan pejabat publik dalam melakukan kebijakan (diskresi) tanpa 
bergantung pada peraturan perundangan dan pemberian legitimasi kekebalan 
hukum atas tindakan diskresi tersebut. 







A. Latar Belakang 
Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya penemuan suatu 
wabah Virus yang dinamakan Coronavirus yang bermula dari sebuah kota di 
China bernama Wuhan yang menyebar ke seluruh negara di dunia. Di indonesia 
virus ini terkonfirmasi masuk dengan diumumkannya kasus positif covid-19 
pertama yang langsung disampaikan oleh bapak Presiden Joko widodo yang 
didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui Konferensi Pers 
pada tanggal 2 Maret 2020 yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. 
 
Virus corona merupakan virus yang ditularkan dari hewan ke manusia 
(Zoonasis) karena kasus-kasus awal yang muncul semua mempunyai riwayat 
kontak dengan pasar ikan dan hewan Huanan (pasar tradisional di kota Wuhan 
China) hingga saat ini masih belum dapat dipastikan asal mula kemunculan 
Covid-19, peneliti masih berspekulasi tentang dari mana Covid-19 berawal. 
Apakah benar ia berasal dari hewan liar yang bermigrasi ke tubuh manusia 
sebagaimana dilaporkan oleh peneliti asal Prancis, yang berpendapat bahwa 
Covid-19 memiliki pengurutan DNA yang 96% mirip dengan virus kelelawar 
RaTG13. Ataukah alasan migrasi tersebut semacam alibi bahwa diam-diam China 
tengah memproduksi senjata biologis yang kemudian bocor. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Profesor Fang Chi Tai dari College of Public Health National Taiwan 
University (NTU) bahwa Covid-19 merupakan virus yang dibuat secara sintetik 
sedangkan lokasi awal kemunculan wabah tersebut yaitu Wuhan yang merupakan 
ibu kota Provinsi Hubei yang terdapat sebuah laboratorium penelitian pemerintah 
dengan memiliki tingkat biosafety tertinggi (BSL-4), yaitu Wuhan Virology 
Institut dan laboratorium ini memiliki patogen yang sangat berbahaya seperti virus 
SARS dan Ebola.
1
 Apabila spekulasi tentang covid-19 berasal dari kelelawar, 
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maka benar yang di firmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang 
menerangkan mengenai makanan haram dan makanan halal dengan jelas 




ِّ بِّٖه  لَّ لِّغَْيرِّ اّٰلله ْيرِّ َوَمآ اُهِّ نْزِّ َمْت َعلَْيُكُم الَْمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلخِّ َواْلُمْنَخنِّقَةُ ُحر ِّ
ْيتُْمْۗ َوَما ذُبَِّح َعلَى الن   ْيَحةُ َوَمآ اََكَل السَّبُُع اَِّّلَّ َما ذَكَّ يَةُ َوالنَّطِّ ُصبِّ َوالَْمْوقُْوذَةُ َواْلُمتََرد ِّ
ْينِّكُ  ْن دِّ ْيَن َكفَُرْوا مِّ ُكْم فِّْسق ْۗ اَلْيَْوَم يَىَِٕس الَّذِّ ُمْوا بِّاَّْلَْزََّلمِّْۗ ٰذلِّ ْم فَََل تَْخَشْوهُْم َواَْن تَْستَْقسِّ
ْين   ْسََلَم دِّ ْيُت لَُكُم اَّْلِّ يْنَُكْم َواَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِّعَْمتِّْي َوَرضِّ اْۗ َواْخَشْونِّْۗ اَلْيَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم دِّ
ْيم   حِّ َ َغفُْور  رَّ ثٍْمٍۙ فَاِّنَّ اّٰلله ِّ  فََمنِّ اْضُطرَّ فِّْي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِّف َّل ِّ
Terjemahannya :  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan 
azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab 
itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada 
hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku 
cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. 
Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, 
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. Al-
Mā`idah Ayat 3) 
 
Virus ini telah mengakibatkan jutaan orang telah meninggal yang mana 
telah membuat takut manusia, manusia pun sibuk membicarakan tentang pengaruh 
bahaya dan mencari cara untuk menghindari serta selamat dari virus tersebut. 
Allah SWT dalam firmannya telah memberikan petunjuk-petunjuk terkait 
penyebab adanya suatu wabah di dalam masyarakat bahwasanya kerusakan yang 
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ْي  ْيقَُهْم بَْعَض الَّذِّ يُذِّ َظَهَر اْلفََسادُ فِّى اْلبَر ِّ َواْلبَْحرِّ بَِّما َكَسبَْت اَْيدِّى النَّاسِّ لِّ
عُْونَ  لُْوا لَعَلَُّهْم يَْرجِّ  َعمِّ
Terjemahannya : 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)”. (QS.Ar-Rum Ayat 41). 
 
Seorang hamba tidak mungkin akan ditimpa suatu musibah atau cobaan 
kecuali Allah telah mentakdirkan dan menuliskan musibah tersebut melalui 
firman-firmannya, Nabi Muhammad SAW dalam Hadisnya telah memperingatkan 
kepada ummatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang ditimpa suatu 
wabah penyakit dan sebaliknya jika berada di dalam tempat atau wilayah yang 




ا َجاَء َسْرَغ  رِّ ْبنِّ َربِّيعَةَ أَنَّ ُعَمَر َخَرَج إِّلَى الشَّامِّ فَلَمَّ ِّ ْبنِّ َعامِّ َعْن َعْبدِّ اّٰللَّ
ِّ َصلَّى بَلَغَهُ أَنَّ اْلَوبَاَء قَدْ َوقََع بِّالشَّ  ْحَمنِّ ْبُن َعْوٍف أَنَّ َرُسوَل اّٰللَّ امِّ فَأَْخبََرهُ َعْبدُ الرَّ
عْتُْم بِّهِّ بِّأَْرٍض فَََل تَْقدَُموا َعلَْيهِّ َوإِّذَا َوقََع بِّأَْرٍض َوأَنْتُْم  ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم قَاَل إِّذَا َسمِّ بَِّها اّٰللَّ
ْنهُ فََرَجَع ُعَمرُ  ا مِّ ْن َسْرغَ  فَََل تَْخُرُجوا فَِّرار  ْبُن الَْخطَّابِّ مِّ  
Artinya:  
“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi‘ah, Umar bin Khattab RA 
menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar 
mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. 
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2020. 
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Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka 
kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah 
kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab 
berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim). 
 
Coronavirus adalah keluarga dari virus yang menginfeksi dan 
menyebabkan penyakit kepada manusia serta hewan. untuk manusia lazimnya 
menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, mulai flu dan sampai 
penyakit yang sangat serius seperti Middle East Respirotory syndrome (MERS) 
dan penyakit pernapasan yang akut berat atau Severe Acute Respiratory syndrome 
(SARS). Coronavirus kemudian oleh World Health Organization (WHO) yang 
merupakan Organisasi Kesehatan Dunia diberi Nama Severe acute Respiratory 
Coronavirus syndrome 2  (SARS-COV2), dan penyakitnya apabila terpapar virus 
ini dinamakan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
 5
 
Melalui Konferensi pers World Health Organization (WHO) pada tanggal 
11 Maret 2020 yang disampaikan langsung oleh Direktur jendral WHO Tedros 
Adhanom Ghebreyesus yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Di 
indonesia sendiri melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa 
Covid-19 merupakan Bencana Nasional (Non-Alam) dan menetapkan Indonesia 
dalam status keadaan darurat bencana wabah penyakit menular. Di dalam 
statusnya sebagai pandemi global, menandakan bahwa dalam menghadapi 
pandemi Covid-19 segala fokus kebijakan pemerintah harus memprioritaskan 
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Pengambilan kebijakan kesehatan dalam masa pandemi Covid-19  sangat 
penting guna untuk percepatan penanggulangan penanganan penyebaran 
coronavirus menjangkiti masyarakat Indonesia melalui kebijakan pengambilan 
keputusan pembuatan instrumen hukum yang tepat. Dasar hukum penanganan 
wabah penyakit menular di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan, regulasi ini sudah cukup bagi 
pemerintah untuk menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan pandemi 
Covid-19. Namun karena ini adalah bencana non-alam yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya, ini kemudian menimbulkan persoalan seperti ketiadaan anggaran 
negara yang harus dipergunakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan bencana 
pandemi wabah Covid-19. 
Pemerintah dalam hal ini Presiden melalui Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Wilayah kemudian menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang 
kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disetujui untuk ditetapkannya 




Penerbitan Perpu dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa 
pandemi covid-19 ini pasti yang akan disorot adalah perihal kebijakan Presiden 
dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia sebagaimana dalam perjalanan 
mengakami dinamikanya tersendiri. Dinamika yang dimaksudkan dalam konteks 
ini adalah terkait dengan sistem kebijakan perencanaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara Indonesia yang mengalami penyederhanaan dalam hal adanya 
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 Perubahan yang terjadi tersebut mengakibatkan adanya pro-
kontra di masyarakat terkait dengan pemberian diskresi dan impunitas dalam 
pengelolaan keuangan negara. Menurut konsep demokrasi modern kebijakan 
negara dalam hal ini presiden serta pejabat pelaksana negara harus memasukkan 
kontribusi pemikiran opini publik (public opinion) guna terciptanya suatu tujuan 
yang dapat diterimah oleh semua pihak khususnya kebijakan negara tersebut harus 
berorientasi terhadap kepentingan publik (Public interest).
9
 
Tujuan diterbitkannya Perpu ini adalah sebagai payung hukum untuk 
memperkuat kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sektor keuangan, 
pengambilan kebijakan serta pengambilan langkah-langkah luar biasa (extra 
ordinary) akibat pandemi yang berdampak terhadap peningkatan belanja 
Negara/pembiayaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi serta menurunya 
penerimaan negara. Maka dari itu diperlukan upaya yang luar biasa dalam 
melakukan pemulihan kesehatan serta perekonomian nasional dengan 
memfokuskan pada pembelanjaan keuangan negara atau APBN untuk kesehatan, 
social safety net (jaring pengaman social), dan pemulihan ekonomi khususnya 
untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak secara umum.
10
 
Pembentukan Perpu dimasa kegentingan untuk mengantisipasi potensi 
terjadinya krisis moneter akibat pandemi, kegentingan di masa pandemi ini 
mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat membuat payung hukum, namun 
dalam substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut yang dibuat oleh 
pemerintah tidak menunjukkan unsur kegentingan justru dengan hadirnya undang-
undang ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keuangan secara masif di 
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luar penanganan Covid-19 serta melanggar hak masyarakat untuk memperoleh 
dan mendorong tata kelola keuangan negara secara transparan dan bertanggung 
jawab. Dimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2 dan 3) terdapat  ketentuan yang 
berpotensi terjadinya penyimpangan dalam Perpu ini yang menyebutkan bahwa, 
Ayat 2; Pejabat pemerintah yang melakukan tindakan berkaitan dengan 
penanggulangan Pandemi Covid-19 tidak dapat dituntut pertanggungjawaban baik 
secara pidana maupun perdata sepanjang dalam melaksanakan tugasnya telah 
didasarkan atas itikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, frasa “tidak dapat dituntut baik secara Pidana/Perdata” dalam 
rumusan pasal ini, diartikan sebagai imunitas bagi pemerintah dan/atau KSSK, 
yang dimaksud KSSK adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang 
mempunyai anggota; Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian dalam Ayat ke-3 disebutkan 
bahwa;  segala tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan Perpu Nomor 
1 Tahun 2020 merupakan bukan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara .
11
 
Frasa “bahwa setiap kebijakan yang diambil bukan merupakan objek sengketa” 
dapat diartikan sebagai Diskresi terhadap Pemerintah dan KSSK. Sebagai 
implikasi diterapkannya kedua pasal tersebut dapat menimbulkan sifat 
kesewenang-wenangan Pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan yang 
menyangkut pandemi Covid-19 ini. 
Hak Diskresi atau Freies Ermessen diberikan kepada setiap pemegang 
jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa 
keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkrit yang mendesak yang 
membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Kebijakan pemberian hak diskresi 
ini dilindungi dengan payung hukum sehingga setiap pejabat pemerintahan yang 
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melakukan tindakan atas nama jabatannya dan digunakan untuk kepentingan 
publik akan mendapatkan perlindungan hukum.
12
 
Pemberian Hak Diskresi kepada pemerintah ini ditopang dengan 
diberikanya Hak Impunitas atau Hak tidak dapat dituntut Pidana maupun perdata, 
Sejak pertama kali diberlakukan, regulasi ini telah menuai problematika dari 
berbagai unsur masyarakat, mulai dari politisi, tokoh nasional, akademisi, 
penggiat anti korupsi dan praktisi. Ada yang menanggapi secara positif, ada pula 




Melalui wawancara yang dilakukan oleh hukumonline.com terhadap 
Marwan Batubara yang merupakan Ketua Komite Penggerak KMPK, mengatakan 
bahwa dalam regulasi ini telah melanggar sejumlah Pasal dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 seperti; pada Pasal 1 Ayat 2 dan 3, Pasal 23E, Pasal 27 Ayat 1 dan 
Pasal 28D Ayat 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berpotensi 
terjadinya praktek KKN, Kartel dan mala-administrasi penggunaan dana APBN 
atas dasar penanganan dampak Covid-19 terhadap sistem perekonomian nasional, 
padahal untuk maksud tersebut telah disediakan mekanisme yang baku sesuai 
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara 
melalui Penetapan Undang-Undang APBN Perubahan. Kemudian dapat 
menimbulkan potensi terjadinya Abuse of Power oleh lembaga Eksekutif karena 
dibatalkannya sejumlah ketentuan dalam beberapa undang-undang yang masih 
berlaku. Berikutnya, dapat berpotensi terjadinya Moral Hazard karena statusnya 
yang kebal hukum yang diberlakukan terhadap pemerintah yang tergabung dalam 
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KKSK, lebih lanjut marwan mengatakan bahwa berbagai masalah tersebut perlu 
disosialisasikan dan diberikan pemahaman terhadap masyarakat dikarenakan akan 




Bahwa didalam Penyelenggaraan Negara, pemerintahan pasti akan 
membutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi adanya suatu keadaan yang tidak 
dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana non-alam (covid-19). Anggaran yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah sebesar 
677,2 Triliun yang tertuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 
terkait Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 yang kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 oleh menteri 
Keuangan Sri Mulyani mengumumkan adanya penambahan Anggaran menjadi 
695,2 Triliun. Besarnya anggaran tersebut memerlukan pengawasan serta 
pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara yang ketat guna 
terwujudnya sistem pengelolaan keuangan secara good governance. Namun 
dengan adanya regulasi PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian telah 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 nampaknya akan 
menabrak dan mengesampingkan regulasi lain dibidang keuangan dengan 
diberikanya Hak Diskresi dan Impunitas terhadap lembaga pemerintah dan/ atau 
KKSK. Lantas mengapa Presiden berani membuat regulasi yang dapat membuat 
Pemerintah dan KKSK kebal hukum. Peraturan yang diterbitkan pemerintah 
dalam masa pandemi sebagai dasar hukum dalam menghadapi kondisi ini, 
idealnya, dapat secara efisien dan efektif melakukan penanggulangan pandemi. 
namun yang terjadi justru sebaliknya, Pemerintah seperti bingung, keteteran dan 
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tidak memiliki kejelasan arah langka dalam menentukan status hukum dari 
pandemi covid-19 dan justru menciptakan ketidakpastian hukum.
15
  
Permasalahan hukum selalu akan ada dan berkembang menyesuaikan 
dengan keadaan serta perubahan tatanan negara dan dunia dalam segala aspek 
terutama masalah hukum, sehingga regulasi yang dibuat oleh pihak yang 
berwenang akan selalu mengikuti perubahan tatana dunia tersebut.
16
 Maka 
berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih 
dalam mengenai Pasal Diskresi dan Impunitas dalam pengelolaan Keuangan 
Negara yang diberikan terhadap Pemerintah dan/atau anggota KKSK dengan 
mengambil Judul “Problematika Pemberian Hak Diskresi Dan Impunitas 
Kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara Dalam 
Penanganan Pandemi Covid-19” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat 
mengambil ruumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Aturan Hukum terkait pemberian Hak Diskresi dan Impunitas 
dalam Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020)? 
2. Bagaimanakah Implikasi dari hak Diskresi dan Impunitas kepada 
Pemerintah terhadap Kebijakan Keuangan Negara dalam Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk Penanganan Pandemi 
Covid-19 ? 
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C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka 
penelitian ini fokus pada penelitian mengenai Diskresi Dan Impunitas 
Pemerintah dalam Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi 
Covid-19. Mengenai deskripsi fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis 
yakni bagaimana aturan hukum terkait pemberian hak diskresi dan impunitas 
dalam kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk 
penanganan pandemi covid-19. Selanjutnya fokus penelitian yang kedua 
yakni mengenai implikasi hak diskresi dan impunitas kepada pemerintah 
terhadap kebijakan keuangan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) untuk penanganan pandemi covid-19  
 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk mengetahui inti sari dan garis besar yang akan dibahas dalam 
skripsi ini, maka diperlukan penjelasan yang muda untuk dipahami terkait 
poin-poin penting dari judul skripsi ini, berupa Hak Diskresi, Hak Impunitas, 
dan Pengelolaan Keuangan Negara. 
a. Definisi Diskresi dan Impunitas 
Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diskresi adalah 
tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dan/atau ditetapkan 
pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi 
dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak lengkap, tidak mengatur, 
tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
17
 Dan yang 
dimaksud dengan Impunitas adalah kekebalan hukum bagi pejabat 
pemerintah di dalam menjalangkan kewenangannya tidak dapat untuk 
dituntut baik secara administrasi, pidana maupun perdata. 
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b. Keuangan Negara  
Keuangan negara merupakan keseluruhan kewajiban dan hak 
negara yang dapat bernilai uang, dan segala sesuatu yang berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18
 
Sehingga sistem pengelolaan keuangan negara adalah suatu 
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 
sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, belanja negara 
dan sumber keuangan untuk menutupi pembiayaan kekurangan yang 
mungkin muncul. 
D. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang dapat mempelajari 




1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian hukum 
normatif atau doktrinal,
20
 yang menggambarkan secara sistematis, dan 
akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Terry 
Hutchinson yang sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam 
bukunya, bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum Normatif atau 
doktrinal adalah “doctrinal research: research wich provides a systematic 
exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the 
relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, 
predicts future development.”(Penelitian hukum normatif atau doktrinal 
merupakan suatu penelitian yang menjelaskan secara sistematis regulasi 
yang mengatur mengenai suatu kategori hukum tertentu serta menganalisis 
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hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan dan 




2. Pendekatan Penelitian 
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
yang menganalisis sesuatu permasalahan hukum menurut ketentuan aturan 
perundang-undangan yang telah tertulis sebagaimana yang berlaku dengan 
menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan suatu 
analisis konsep hukum serta pendekatan Perbandingan (comparative 
approach). Dengan menganalisis dan membandingkan undang-undang 
yang berhubungan dengan diskresi, impunitas dan keuangan negara 
dengan Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan. 
 
3. Sumber Data 
Sebagai  penelitian  kepustakaan,  maka  sumber  data  ada  dua  
macam yang akan dipaparkan sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah objek penting dalam penelitian 
karena biasanya didapatkan secara langsung dengan terjun ke lokasi 
penelitian.
22
 Dikarenakan penelitian ini merupakan studi pustaka 
maka referensi kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber acuan 
utama. 
b. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diambil dari 
dokumen, buku, jurnal, dan sejenisnya.
23
 Sumber data sekunder juga 
merupakan sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik yang dapat dilakukan untuk 
mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen dalam bentuk 
tulisan, gambar ataupun karya-karya yang lainnya.  
b. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan cara mengamati pengamatan serta pencatatan yang tersusun 




5. Instrumen penelitian 
Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang dapat digunakan 
peneliti untuk membantu mengumpulkan suatu data agar tersusun secara 
sistematik. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memakai beberapa 
instrumen alat bantu yakni sebagai berikut: 
a. Peneliti 
b. Leptop/android 
c. Jaringan internet 
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6. Analisis Data 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif iyalah suatu cara yang digunakan secara 
sistematis dalam mencari, memilih, mengelolah, menemukan pola, 
menemukan hal-hal apa yang penting untuk dipelajari dan memutuskan 
apa-apa yang kemudian dapat dikaji kembali dalam sebuah penelitian. 
Sehingga dapat tercapai tujuan dari peneliti dapat menguraikan dan 
menyimpulkan data serta memecahkan masalah berdasarkan data yang 
telah diperoleh. 
 
E. Tujuan Penilitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan agar 
dapat memenuhi beberapa tujuan yang diharapkan berdampak pada pengetahuan 
mengenai pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya pemberian hak diskresi 
dan impunitas dalam mengelola keuangan negara dimasa darurat (Pandemi Covid-
19) dengan masih maraknya tindak pidana korupsi walau dengan adanya regulasi 
yang ketat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pemberian diskresi dan 
Impunitas dalam sistem pengelolaan keuangan negara untuk penanganan 
Covid-19. 
2. Untuk mendalami pengetahuan tentang penerapan Undang-undang nomor 
2 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan keuangan terhadap anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam penanganan Pandemi 
Covid-19. 
  
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis 
Peneliti berharap dalam Penelitian ini mampu memberikan 




administrasi negara tentang hak serta kewajiban pemerintah dalam 
mengelolah keuangan negara dan diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan hukum pemberian hak 
diskresi dan impunitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara. 
2. Kegunaan praktis 
a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait 
permasalahan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan 
tentang kebijakan hukum pemberian hak diskresi dan impunitas 
dalam pengelolaan keuangan negara dimasa pandemi Covid-19 ini. 
b) Melalui skripsi ini penulis juga berharap memberikan masukan 
terhadap pemerintah dan penegak hukum dalam mempergunakan 
dan mengawasi penggunaan keuangan negara dalam masa darurat 
bencana Non-alam seperti Covid-19 ini.  
c) Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 
wawasan dan mengembangkan serta meningkatkan kemampuan 
penulis dalam bidang hukum. 
 
G. Kajian Pustaka 
Untuk validnya dan jelasnya sebuah karya tulis ilmiah maka penting untuk 
memberikan rujukan untuk memahami sehingga dapat memperkuat skripsi ini. 
Rujukan serta referensi dalam skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting 
untuk menyusun beberapa pembahasan. maka dari itu penulis mengambil 
beberapa bahan penunjang dan pembanding yang tentunya berkaitan dengan 
skripsi, yakni sebagai berikut: 
1. Henny Juliani dalam Sebuah Jurnalnya di  Administrative Law & 
Governance Journal, Volume 3 Issue 2, terbitan 2020 yang berjudul 
“Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi 
Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 




memfokuskan penelitian alalah bagaimana langkah-langkah pemerintah 
dalam penaganan pandemi covid-19 dan implikasi pemberian kewenangan 
diskresi dan impunitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjelaskan bahwa 
Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR dan menjadi 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan diskresi konstitusional. 
Dalam tataran teknis operasional pemerintah juga mengeluarkan berbagai 
peraturan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 
yang digunakan sebagai upaya pemerintah dalam menangani keadaan 
darurat bencana Non-alam pandemi covid-19, oleh karena itu pejabat 
pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Kusnadi Umar dalam sebuah jurnalnya di  el-iqtishady, Volume 2, Nomor 1 
terbitan Tahun 2020 yang berjudul “Pasal Imunitas Undang-Undang 
‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan 
Kerugian Negara” karya Kusnadi Umar dari Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, yang memfokuskan penelitian pada Pasal 27 Ayat (1) 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Undang-undang Corona) khususnya 
frasa “bukan merupakan kerugian negara”, diperspektifkan sebagai pasal 
imunitas dan keberadaannya dianggap dapat mendelegasikan kewenangan 
BPK sebagai lembaga Negara yang otoritatif dalam menilai atau 
menetapkan kerugian Negara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur 
mengenai kewenangan BPK maupun kerugian Negara, tidak termasuk 
bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara tegas dicabut dan/atau 
dinyatakan tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Corona, 
yang secara khusus memuat dan menegaskan ketidakberlakuan pasal-pasal 
dari beberapa Undang-undang. Sementara frasa “bukan merupakan kerugian 
negara” tidak dapat dijadikan justifikasi, karena rumusannya masih bersifat 
umum, bahkan cenderung berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar 




27 Ayat (1) Undang-undang Corona, tidak dapat mendelegasikan 
kewenangan BPK dalam menilai atau menetapkan kerugian Negara. 
3. Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya Hukum Keuangan Negara teori dn 
praktik. Dalam buku ini dibahas tentang dasar-dasar rujukan untuk 
mengenal apa itu keuangan negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan 
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara 

























TINJAUAN TENTANG DISKRESI DAN IMPUNITAS 
 
A. Tinjauan Tentang Diskresi 
Menurut istilah, diskresi berasal dari kata Discretion (inggris), 
Discretionair (Perancis), Freiesermessen (Jerman). Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), definisi Diskresi iyalah suatu kebebasan untuk mengambil 
keputusan disegala situasi yang akan dihadapi.
25
 dalam Kamus Hukum, diskresi 
adalah kebebasan dalam mengambil putusan didalam segala situasi yang akan 
dihadapi menurut pandangan pribadi.
26
 Lebih lengkap istilah diskresi ini dapat 
dilihat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait 
Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
27
 
   Diskresi merupakan keputusan dan/atau suatu tindakan yang 
ditetapkan dan/atau yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam 
mengatasi persoalan konkret yang dialami dalam proses penyelenggaraan 
pemerintah mengenai aturan perundang-undangan yang tidak mengatur, 
tidak memberikan pilihan, tidak jelas atau tidak lengkap dan/atau adanya 
stagnasi yang dilakukan pemerintahan. 
 
Menurut Gayus T. Lumbun mendefinisikan Diskresi merupakan segala 
kebijakan dari pejabat negara/pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada 
pokoknya memperbolehkan pejabat negara/pemerintah untuk melakukan 
pembuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan 
mensyaratkan, tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, harus demi 
kepentingan publik dan masih dalam batasan wilayah kewenangannya.
28
 
Menurut S.A. de Smith, pemberian kewenangan bertindak atas inisiatif 
sendiri kepada administrasi negara terkenal dengan istilah freies ermessen atau 
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discretionary power, yakni istilah di dalam administrasi negara yang mengandung 
arti kewajiban serta kekuasaan yang luas. Di mana kewajiban iyalah tindakan 
yang harus dilakukan oleh pejabat atau organ pemerintahan serta kekuasaan yang 
luas iyalah sesuatu yang menyiratkan akan adanya kebebasan untuk memilih dan 
tidak melakukan atau melakukan suatu tindakan.
29
 Sedangkan menurut Nata 
Saputra freies ermessen iyalah suatu kebebasan yang diberikan untuk pejabat 
dalam pengelola administrasi negara, yang memperkenankan kepada pejabat 




Freies Ermessen dipergunakan utamanya untuk; kondisi darurat yang tidak 
dapat memungkinkan dalam menerapkan aturan hukum tertulis, belum ada atau 
tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya, telah ada aturannya tetapi 
redaksinya mencakup kebebasan mengambil kebijakan (beleidsvrijheid), 
kebebasan administrasi (interpretatieverijheid) serta kebebasan dalam 
mempertimbangkan (beoordelingsvrijheid). Dimana kebebasan mengambil 
kebijakan adalah suatu kebijakan yang timbul apabila pembuat peraturan 
perundang-undangan memberikan kewenangan terhadap organ pemerintahan 
untuk menjalangkan kekuasaanya dalam melakukan iventarisasi dan 
mempertimbangkan segala kepentingan, Kebebasan administrasi merupakan 
kebebasan kepada organ pemerintah dalam menginterpretasikan suatu peraturan 
perundang-undangan dan Kebebasan mempertimbangkan yaitu kebebasan yang 
muncul apabila undang-undang memberikan dua alternatif pilihan kewenangan 
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Dari Penjalasan diatas kemudian disimpulkan bahwa Diskresi adalah 
suatu kebebasan untuk bertindak dan/atau mengambil keputusan oleh badan 
dan/atau pejabat pemerintah menurut pandangan pribadi yang dijadikan sebagai 
pelengkap untuk asas legalitas, dimana asas legalitas yaitu suatu asas dalam 
administrasi negara yang pokoknya setiap tindakan atau perbuatan administrasi 
harus berlandaskan ketentuan undang-undang yang berlaku serta dianut dalam 
sebuah negara. Akan tetapi undang-undang tidak mungkin mengatur segala 
macam kasus apalagi kasus yang muncul secara tiba-tiba seperti keadaan pandemi 
saat ini. Oleh sebab itu, apabila ada permasalahan tertentu yang muncul secara 
tiba-tiba, dikarenakan peraturan yang tidak ada atau peraturan yang tidak jelas 
maka pemerintah diberikan kebebasan (diskresi) dalam menjalankan administrasi 
negara. Maka perlu adanya kebebasan (diskresi) bagi administrasi negara. 
Diskresi pada dasarnya terdiri dari 2 bentuk, yaitu; 
 
1. Diskresi bebas  
      Diskresi bebas adalah diskresi yang diberikan kewenangan dalam 
undang-undang dengan menetapkan batasan-batasan dan organ pemerintah 
pengelola administrasi negara bebas dalam pengambilan keputusan apapun 
asalkan keputusan tersebut tidak melampaui atau melanggar batasan dalam 
undang-undang. 
2. Diskresi terikat 
      Diskresi terikat adalah diskresi yang kewenangannya diberikan oleh 
undang-undang dengan menetapkan beberapa alternatif pilihan keputusan 
untuk organ pemerintah pengelola administrasi negara bebas memilih dari 
salah satu alternatif keputusan yang telah disediakan oleh aturan undang-
undang. 
Tujuan diskresi adalah untuk melancarkan, mempermudah, untuk mengisi 
kekosongan regulasi, untuk memberikan kepastian hukum serta mengatasi 
stagnasi pemerintah dalam suatu keadaan tertentu. sehingga pemerintah dapat 




tampa keragu-raguan demi kemanfaatan serta kepentingan umum. Diskresi 
merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas, mempergunakan 
diskresi yang sesuai dengan tujuan adalah hak yang dimiliki setiap pejabat negara. 
Pejabat negara yang dimaksud disini yaitu “Badan dan/atau pejabat yang 




Menurut Indroharto wewenang diskresi bisa disebut wewenang fakultatif, 
yakni suatu kewenagan yang tidak mengharuskan badan atau pejabat administrasi 
negara untuk menerapkan wewenangnya, namun wewenan fakultatif akan 
memberikan pilihan sekalipun hanya pada hal-hal tertentu sebagaimana yang telah 
datur dalam peraturan perundang-undangan.
33
  Sebagai contoh keputusan diskresi 
yang dapat kita lihat dalam kehidupan keseharian di dalam masyarakat yakni 
terkait tugas seorang polisi lalu lintas yang menjalankan tugasnya mengatur lalu 
lintas disuatu persimpangan jalan, dimana dalam hal itu sebenarnya telah diatur 
oleh keberadaan traffic light (lampu lalu lintas). menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait lalu lintas, bahwa polisi diperbolehkan untuk 
menahan kendaraan dari satu ruas jalan walaupun lampu hijau atau dapat 
mempersilahkan kendaraan untuk jalan meskipun dalam keadaan lampu masih 
merah.  
Diskresi dalam masa genting seperti pandemi covid-19 sangatlah 
dibutuhkan, dimana pemerintah perlu untuk mengambil keputusan yang tepat dan 
cepat dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun pada 
dasarnya situasi dan kondisi masa pandemi Covid-19 seperti memberikan shock 
therapy bagi pemerintah. 
           Dampak buruk keberlakuan diskresi terhadap pejabat penyelenggara 
pemerinta han dapat kita lihat dalam kasus penerimaan siswa baru diawal tahun 
2020 din provinsi DKI Jakarta. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpan 
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terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 
mengesampingkan kepentingan umum dimana penggunaan diskresi yang diduga 
melampaui wewenang yang dilakukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik 
Baru (PPDB). Keputusan yang 'dianggap' diskresi tersebut menimbulkan beberapa 
penyimpangan. Adapun diduga menyimpan itu adalah berubahnya anggaran 
daerah namun prosesnya tidak melampirkan persetujuan tertulis dari Atasan 
Pejabat atas diskresi yang telah dilakukan. Akibatnya menimbulkan kerugian bagi 
pihak terkait. Selain itu contoh lain pemberlakuan diskresi yang menimbulkan 
dampak buruk yakni kasus Bulog yang menimbulkan kerugian bagi negara 
sebesar 40 miliar rupiah.
34
 
Pemerintah untuk menjalankan administrasi negara dalam melakukan 
diskresi harus memperhatikan dan memahami prosedur yang terdapat pada 
peraturan perundang-undangan, apalagi diskresi yang menyangkut kebijakan 
terhadap masyarakat secara langsung seperti diskresi yang dapat mempengaruhi 
perubahan alokasi anggaran, menimbulkan keresahan masyarakat, dan untuk 
keadaan darurat serta mendesak seperti pada bencana alam maupun non alam 
seperti keadaan pandemi covid-19 sekarang ini. 
 
B. Tinjauan Tentang Impunitas 
Menurut istilah Impunity (Inggris) berasal dari kata Impunite (Prancis) asal 
kata dari bahasa latin Impunitas yang berasal dari akar kata Impune yang 
bermakna tampa hukuman, serupa dengan untouchable yang bermakna kebal 
hukum. Penyelenggara negara dapat mengambil tindakan yang dianggap penting 
dalam mewujutkan penyelenggaraan kenegaraan secara cepat, tampa adanya 
ketakutan terhadap intimidasi dari jerat hukum dalam undang-undang. 
                                                             
34
 Maya Septiani, Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman RI, 
situs resmi https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-




Seiring dengan perkembangnya zaman kemajuan sistem hukum dan 
ketatanegaraan di dunia, maka definisi Impunity melalui kerangka hukum 
internasional dapat diartikan sebuah ketidakmungkinan De Facto atau De Jure 
dalam membawa pelaku pelanggar hukum untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya baik dalam pidana, perdata, maupun administrasi negara disebabkan 
mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan 




Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Impunitas adalah 
Keadaan tidak dapat dipidana (Nirpidana).
36
 Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM) memberikan definisi Makna impunitas lebih spesifik yakni 
suatu  fakta politik yang secara sah memberikan kebebasan atau pengecualian dari 
tuntutan, hukuman dan ganti rugi kepada seseorang atau sekumpulan orang yang 
telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Impunitas juga dapat 
diartikan sebagai pemberian pengampunan dari maupun terhadap pejabat/argan 
pemerintah. Istilah Impunity digunakan secara ekslusif dalam konteks hukum, 
untuk menandakan suatu proses dimana individu luput dari berbagai bentuk 




Menurut Meijer (2005), impunitas secara etimologis dapat dilacak dari 
tulisan “Interights”, merupakan sebuah organisasi HAM dalam buletinnya yang 
terbit pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa “impunite” adalah salah satu 
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ungkapan dalam bahasa Perancis yang tidak mungkin bisa diterjemahkan ke 
dalam bahasa lain tanpa risiko kehilangan cita rasa makna aslinya. Kata yang 
paling mirip dalam bahasa Inggris adalah ”impunity” yang sebenarnya juga hanya 
bisa menangkap beberapa bagian saja dari esensi sebenarnya. Kata impunite atau 
impunity kemudian diserap kedalam bahasa indonesia menjadi Impunitas yang 
diasosiasikan dengan situasi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang 
diciptakan dan dipelihara oleh negara atau sebagai hasil dari runtuhnya kekuasaan 
di sebuah negara dan berbagai institusinya. Menurut Odinkalu (1996), kata itu 
bisa berlaku pada berbagai keadaan apapun di mana sebuah pelanggaran Hak 
Asasi Manusia tidak ditangani sama sekali.
38
 
Impunitas muncul dikarenakan kegagalan negara memenuhi kewajibannya 
untuk melakukan investigasi atas pelanggaran HAM, untuk mengambil langkah-
langkah dan tindakan yang tepat terhadap para pelaku terkhususnya dalam bidang 
hukum, dengan memastikan bahwa para tersangka tindakan kejahatan itu harus 
dituntut, diadili, serta dihukum dengan tepat. Bagi para korban upaya hukum yang 
efektif dan menjamin bahwa mereka memang menerima kompensasi atas kerugian 
yang mereka derita, untuk mengetahui kebenaran tentang kekerasan dan untuk 
mengambil langkah-langkah penting lainnya demi mencegah keberulangan dari 
kejahatan tersebut. 
Amnesty International mendefinisikan impunitas sebagai “failure to bring 
perpetrators of human rights violations to justice”. Dimana ketika pihak individu 
maupun sebuah institusi melakukan pelanggaran atau tindakan kejahatan lolos 
dari proses peradilan dan terbebas dari konsekuensi atas perbuatannya, maka 
itulah yang disebut dengan impunitas. Indonesia sendiri menurut laporan berikut 
ini masih memiliki rekam jejak yang tidak terlalu baik dalam membawa para 
terduga pelanggar HAM ke meja hijau. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran 
HAM berat yang menggantung. Inilah penyebab mengapa “impunitas” sering 
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diangkat sebagai salah satu persoalan dalam proses penegakan hukum disebuah 
negara. 
Walaupun keputusan untuk mengadili terutama tergantung pada 
kompetensi Negara, peraturan prosedural tambahan haruslah diperkenalkan untuk 
memberikan kesempatan bagi korban dalam menuntut keadilan, baik secara 
individual maupun kelompok, apabila pihak yang berwenang gagal melakukan hal 
tersebut, terutama sebagai penuntut. Pilihan ini harus diperluas untuk mencakup 
organisasi non-pemerintah yang memiliki kegiatan-kegiatan yang telah lama 
berlangsung atas nama korban tersebut. 
Impunitas merupakan pengingkaran atas asas kesamaan di muka hukum 
(equality before the law) apabila di pandang dari segi substansial. Dalam 
perspektif pandangan korban, impunitas merupakan bentuk ketidakadilan secara 
formal dan struktural. Harapan untuk menjerat pelaku kejahatan HAM dengan 
hukuman yang setimpal sangat sulit untuk direalisasikan secara nyata. Praktek 
impunitas tetap menjadi tembok besar untuk terwujudnya rasa keadilan bagi para 
korban. 
Impunitas bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam sistem peradilan 
di indonesia, pemberian impunitas telah ada dan dikenal dalam pelbagai peraturan 
perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang PPSK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak, Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Bahwa orang yang 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dapat 
dipidana”, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Bahwa barang siapa 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh 
penguasa yang berwenang, maka orang tersebut tidak dapat dipidana”. Dalam 
pelbagai Undang-undang yang memberikan legalitas pemberlakuan Impunitas 
baik kepada individu maupun institusi seperti yang dijelaskan di atas jelas bahwa 
pemberian tersebut tidak mutlak (absolut) harus didasarkan atas itikad baik dan 
sesuai dengan perintah peraturan undang-undang untuk dapat tidak dituntut baik 




Impunitas dalam peraturan perundang-undangan tidak secara bebas 
melegitimasi seseorang untuk terlepas dari jerat hukum, dimana apabila terbukti 
melakukan sesuatu tindakan yang melawan hukum dalam sebuah pelaksanaan 
kebijakan maka dapat dilakukan penuntutan terhadap perbuatannya tersebut, ini 
sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menganut aliran dualisme hukum bahwa 
syarat dalam menjatuhkan pidana ada dua yakni; adanya unsur perbuatan 
melawan hukum (Actus rea) dan unsur kesalahan perbuatan (Mens rea), apabila 
kedua unsur tersebut telah terpenuhi maka sudah dapat dilakukan suatu 
penuntutan. Pemberian impunitas tidak lain bertujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi para pejabat pemerintah dalam menjalankan 
kewenangannya, akan tetapi tidak serta merta membuat pejabat pemerintah untuk 
kebal akan hukum.
39
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TINJAUAN TENTANG KEUANGAN NEGARA 
 
A. Pengertian keuangan Negara 
Kata keuangan berasal dari dasar kata uang, dan dengan diawali kata ke 
dan akhiran kata an sehingga menjadi kata keuangan yang bermakna beda dengan 
kata dasar dasarnya uang. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam konsep keuangan terkandung pengertian yang berkaitan dengan hal-hal 
yang berhubungan dengan uang. Hal ini berarti bahwa keuangan negara dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai hubungan dengan uang yang dimiliki 
oleh negara.  
Istilah keuangan Negara pertama kali dipakai dan digunakan dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
khususnya yang tercantum dalam penjelasan umum, bahwa keuangan negara 
merupakan keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh negara dalam bentuk 
apapun, baik yang tidak dipisahkan maupun dipisahkan.
40
 Dalam sejarah 
perundang-undangan Republik Indonesia, Konstitusi telah mengamanahkan 
terkait keuangan negara yakni pada Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, 
Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F dan Pasal 23G. UUD 1945 dalam Bab VIII 
terkait keuangan negara. Namun dalam ketentuan pasal-pasal yang menyangkut 
tentang keuangan negara di dalam UUD 1945 tidak ditemukan definisi yang jelas 
terkait keuangan negara, baru setelah dibuat aturan perundang-undangan terkait 
keuangan negara dapat ditemukan definisi yang jelas mengenai definisi keuangan 
negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 tentang 
Keuangan Negara, yang berbunyi;
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Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
 
Definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
mempunyai substansi yang pada pokoknya dapat dilihat dalam keuangan negara 
dalam arti luas yaitu hak serta kewajiban bagi negara yang dapat kemudian dinilai 
dengan uang, termasuk barang dan uang yang tidak termuat dalam anggaran 
negara dan keuangan negara dalam arti sempit yaitu hak serta kewajiban negara 
yang dapat kemudian dinilai dengan uang, termasuk uang serta barang yang 
terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemisahan substansi 
keuangan negara secara luas dan sempit bertujuan agar ada keseragaman 
pemahaman untuk terciptanya bagi para pihak-pihak manfaat didalam pengelolaan 
keuangan negara sehingga perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum 
keuangan negara dapat dihindarkan. 
Defenisi keuangan negara di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 merupakan salah satu dari berbagai macam pengertian tentang keuangan 
negara. Berbagai macam variasi pengertian keuangan negara, dapat kita lihat dari 
bagaimana sudut pandang kita mengambil pokok persoalannya. Para ahli banyak 
mendefinisikan terkait keuangan negara yang tidak jauh berbeda pengertiannya 
satu sama lain. Diantanya dapat diambil definisi keuangan negara menurut 
beberapa ahli berikut ini; 
1. Van Der Kemp, menurutnya keuangan negara merupakan semua hak yang 
kemudian dapat dinilai dengan uang begitupun dengan segala sesuatu baik 
berupa barang atau uang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan 




2. Ariin P. Soeria Atmadja, menurutnya keuangan Negara adalah Anggaran 
Negara yang dihitung dan diperkirakan jumlah pengeluaran dan belanja 
yang akan dipergunakan oleh negara.
42
 
3. John F. Due, Menurutnya keuangan Negara merupakan rencana dalam 
keuangan untuk periode waktu tertentu. anggaran belanja pemerintah 
(government budget) yakni suatu penerimaan dan pengeluaran belanja 
negara untuk masa sekarang dan masa yang akan dating.
43
 
4. M. Hadi, menurutnya keuangan negara merupakan suatu hak serta 
kewajiban yang kemudian dapat bernilai uang, demikian pula segala 
sesuatu berupa barang atau uang yang dapat menjadi milik negara yang 
berhubungan dengan pelaksanaan dari hak serta kewajiban tersebut.
44
 
Pengertian keuangan negara menurut beberapa pendapat ahli pada bidang 
hukum tersebut, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terjadi 
perbedaan pendapat terhadap definisi mengenai keuangan Negara dimana 
dualisme tersebut yakni keuangan negara dalam arti sempit dan keuangan negara 
dalam arti yang luas. pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, 
didasarkan pada pertanggung jawaban keuangan Negara oleh pemerintah yang 
telah disetujui oleh DPR selaku pemegang hak begrooting yaitu APBN dan 
pengertian keuangan negara diartikan secara luas jika didasarkan pada obyek 
pemeriksaan dan pengawasan keuangan Negara, yakni APBN, APBD, 
BUMN/BUMD. Apabila pendapat para ahli dihubungkan dengan pengertian 
keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sesuai Pasal 1 
Angka 1, maka terdapat kesesuaian pemaknaan mengenai keuangan negara yang 
berhubungan erat terhadap pengelolaan anggaran dan belanja barang oleh 
pemerintah yang berasal dari publik harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, merupakan tindakan 
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tercelah pemerintah apabila tidak menjalankan kewajiban mengelola anggaran 
dengan baik serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan amanah yang 
diamanatkan kepadanya. 
B. Ruang Lingkup Keuangan Negara 
keuangan negara adalah sumber utama dalam pembiayaan untuk mencapai 
tujuan dari sebuah negara, negara-negara dunia mengandalkan sumber 
pembiayaan negara melalui pemasukan pajak, yang dibebankan kepada setiap 
warga negara dalam rangka partisipasi untuk menggapai tujuan yang dicita-
citakan oleh negara,
45
 maka dari itu keuangan negara tidak mungkin dapat 
dipisahkan dengan ruang lingkupnya. dikarenakan dalam ruang lingkup 
ditentukan substansi yang terdapat pada keuangan negara yang umunya keuangan 
negara wajib mempunyai ruang lingkup guna menjadi kepastian hukum untuk 
rujukan bagi para pihak-pihak yang akan melaksanakan pengelolaan terhadap 
keuangan negara. 




1. Pendekatan Objek 
     Pendekatan objek merupakan keseluruhan hak serta kewajiban yang 
bisa dinilai uang, serta kebijakan dan kegiatan pada bidang fiskal, bidang 
moneter serta pada bidang pengelolaan keuangan negara yang terpisah dan 
keseluruhan barang maupun uang yang dapat dijadikan sebagai milik negara. 
2. Pendekatan Subjek 
     Pendekatan subjek merupakan keseluruhan objek yang telah disebutkan 
diatas dikuasai oleh negara, dan/atau dikuasai pemerintah pusat, perusahaan 
negara, pemerintah daerah, perusahaan daerah serta badan lain yang memiliki 
keterkaitan terhadap keuangan negara. 
3. Pendekatan Proses 
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Pendekatan Proses Merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan 
dengan pengelolaan objek keuangan negara mulai dari pengambilan 
kebijakan sampai kepertanggungjawabannya. 
4. Pendekatan Tujuan 
         Pendekatan tujuan merupakan keseluruhan kebijakan, kegiatan serta 
hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan penguasaan dan/atau 
pemilikan terhadap objek sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya 
dalam rangka untuk menyelanggarakan pemerintahan. 
 
Menurut Harum Al-Rasyid, keuangan negara yang langsung diurus oleh 
pemerintah merupakan definisi dari keuangan negara dalam pengertian sempit 
(APBN dan APBD). dalam pengelolaan keuangan negara secara langsung ini kita 
akan banyak membicarakan mengenai masalah pengurusan administratif (Tata 
Usaha Keuangan Negara) yang dikenal dengan sebutan pengurusan umum atau 
pengurusan khusus (bendaharawan). Sementara keuangan negara dalam arti luas 
mencakup segala sesuatu yang menjadi kekayaan negara baik yang dikelola 
langsung oleh pemerintah maupun yang dipisahkan pengelolaanya, keuangan 
negara yang dipisahkan pengelolaannya sudah mempunyai peraturan sendiri 
sebagaimana sebuah perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri, dimana 
keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan kepengurusannya atas dasar 
hukum publik dan/atau hukum perdata. Keuangan ini tidak dikelola oleh 
pemerintah secara langsung, akan tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga 




Undang-undang telah mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup 
dalam keuangan Negara yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 Pasal 2 terkait Keuangan:
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a. negara berhak untuk memungut pajak, mengeluarkan serta mengedarkan 
uang, dan melakukan peminjaman; 
b. negara berkewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara serta membayar tagihan kepada pihak ketiga; 
c. Penerimaan Negara; 
d. Pengeluaran Negara; 
e. Penerimaan Daerah; 
f. Pengeluaran Daerah; 
g. kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun yang 
dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta 
hak-hak lain yang kemudian bisa dinilai dengan uang, termasuk di 
dalamnya kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau 
perusahaan daerah; 
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 
i. kekayaan pihak lain yang didapatkan dengan menggunakan fasilitas yang 
diberikan oleh pemerintah. 
Demikian luasnya bidang pengelolaan dalam keuangan negara kemudian 
dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sub bidang yakni: 
1.  Pengelolaan Fiskal 
Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dijalankan oleh 
pemerintah meliputi pengeluaran (belanja) dan penerimaan (pendapatan) yang 
meliputi fungsi pengelolaan kebijakan fiscal, ekonomi makro, perbendaharaan, 
administrasi perpajakan, penganggaran, administrasi kepabean serta 
pengawasan keuangan.  
2.  Pengelolaan moneter 
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dijalankan oleh 
pemerintah gunanya untuk menyeimbangkan antara jumlah uang beredar 
dengan jasa dan barang yang tersedia di masyarakat. 




Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan iyalah pengelolaan yang 
diberikan kepada perusahaan dalam hal ini seluruh atau setidak-tidaknya lebih 
dari 50% modal atau kepemilikan sahamnya dipunyai oleh negara. Perusahaan 
ini biasa di sebut BUMN dan BUMD. 
C. Dasar Hukum Keuangan Negara 
Ketika berbicara landasan atau dasar hukum mengenai keuangan negara 
maka dalam hal ini dapat didasarkan atas legal framework pusat dan daerah. Maka 
dari itu berikut adalah landasan hukum keuangan negara di pusat antara lain:
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1. Dalam UUD 1945, khususnya Bab VII Pasal 23, 23 A, 23 B, 23C, 23D, 
23E, 23F dan 23 G; 
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
4. Undang-Undaang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang 
No. 23 tentang Bank Indonesia; 
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban keuangan Negara; 
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan 
Keuangan; 
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 
8. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN); 
9. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan 
Nasional; 
10. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 
11. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara; 
12. Perpres tentang Pelaksanaan APBN; dan 
13. Perpres tentang Rencana Pembangunan Tahunan. 
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Pemerintah yang desentralisasi (decentralized government) ini 
menwajibkan adanya legal framework dalam keuangan daerah guna untuk 
menjelaskan kewenangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. 
Dikarenakan terdapatnya korelasi erat antara keuangan daerah dan keuangan 
pusat. pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Angka 6 
menjelaskan terkait kekuasaan pengelolaan keuangan dimana kekuasaan terhadap 
pengelolaan keuangan negara merupakan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara dari presiden selaku kepala negara dan 
pemerintahan kemudian diserahkan beberapa atau sebagian pengelolaan keuangan 
kepada Gubernur/ Bupati/ Wali kota, selaku kepala pemerintahan di daerah dalam 
mengelolah keuangan daerah serta sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. 
Aturan tersebut berimplikasi terhadap pengaturan pengelolaan keuangan di 
daerah, yaitu Gubernur/ Bupati/ Wali kota bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan keuangan daerahnya yang merupakan bagian dari kekuasaan 
pemerintah daerah. Sesuai dengan batasan prinsip negara kesatuan yang dianut 
oleh negara indonesia berarti kekeuasaan otonomi yang diberikan kepada 
pemerintah daerah yang dalam hal ini gubernur, bupati/walikota tidak bersifat 
eksklusif tetapi inklusif harus tetap ada campur tangan dari pemerintah pusat.
50
 
Maka dari itu, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, 
harus diatur dalam undang-undang tersendiri mengenai pemerintahan daerah, 
peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: 
1. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah; 
2. Undang-undang tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah; dan  
3. Perda tentang APBD. 
D. Sumber-sumber Penerimaan Negara 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 telah mengatur bahwa bumi, Air 
serta kekayaan Alam yang dikandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
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diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Kemudian di dalam 
Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa bumi, air serta 
ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang berada 
di wilayah republik indonesia merupakan karunia dari sang pencipta. 
Tujuan dari suatu negara tidak bisa terwujut dan hanya menjadi angan-
angan tampa didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan 
negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, 
pendapatan keuangan suatu negara merupakan sumber bagi pembiayaan untuk 
mencapai tujuan yang telah di cita-citakan. Maka dari itu untuk mencapai tujuan 
secara maksimal tergantung dari pendapatan negara yang akan dijadikan sebagai 
sumber keuangan yang diperuntukkan sebagai biaya pelaksanaan tugas untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
Pendapatan Negara yang diperkenankan secara yuridis, terdapat dalam 
beberapa jenis. Pemisahan tersebut dibuat guna mudah dipahami substansi 




1. Pajak Negara, antara lain: 
a. Pajak Penghasilan; 
b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa; 
c. Pajak penjualan atas barang yang mewah;serta 
d. Bea materai. 
2. Bea dan Cukai, antara lain: 
a. Bea masuk; 
b. Cukai gula; 
c. Cukai tembakau; 
3. Penerimaan negara bukan pajak, antara lain: 
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a. Penerimaan dari sumber pengelolaan dana pemerintah, yang antara 
lain: 
1) Penerimaan jasa giro; 
2) Penerimaan Sisa Anggaran Rutin (SIAR) dan Sisa Anggaran 
Pembangunan (SIAP). 
b. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, yang 
antara lain: 
1) Royalti di bidang perikanan; 
2) Royalti di bidang kehutanan 
3) Royalti di bidang pertambangan, kecuali minyak dan gas bumi 
(MIGAS) karena sudah diatur oleh Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
c. Penerimaan dari sumber hasil pengelolaan kekayaan negara yang 
terpisah, antara lain: 
1) Bagian dari laba pemerintah; 
2) Hasil penjualan terhadap saham pemerintah; dan 
3) Dividen. 
d. Penerimaan yang bersumber dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh pemerintah, yang antara lain: 
1) Pelayanan kesehatan; 
2) Pelayanan Pendidikan; 
3) Pemberian hak cipta, hak paten dan hak merk; dan 
4) Pemberian visa dan paspor, termasuk paspor haji. 
e. Penerimaan dari sumber putusan pengadilan yang berasal dari 
pengenaan sanksi denda administrasi, antara lain: 
1) Lelang barang; 
2) Denda; dan 
3) Hasil rampasan yang diperoleh dari hasil kejahatan. 
f. Penerimaan berupa hibah; dan 




beberapa jenis penerimaan diatas merupakan objek dari sumber 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan penerimaan dari 
departemen dan lembaga negara yang bersifat insidentil dan pada umumnya 
belum diatur dalam undang-undang dan atau peraturan daerah. 
4. Penerimaan dari hasil Perusahaan negara, 
Melalui undang-undang nomor 19 Prp. Tahun 1960, pemerintah 
telah mengadakan penyeragaman bentuk perusahaan negara, meskipun 
hasilnya belum maksimal karena masih ada berbagai macam bentuk 
perusahaan negara. Kemudian dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 
telah diatur bahwa bentuk perusahaan menjadi tiga golongan yakni 
PERSERO, PERUM dan PERJA. Selain ketiga bentuk perusahaan negara 
tersebut masih ada perusahaan negara dalam lapangan hukum keperdataan 
yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang saham-saham seluruhnya 




E. Pengelola Keuangan Negara 
Dalam hukum Keuangan Negara, telah ditentukan pihak-pihak yang terkait 
dalam pengelolaan keuangan negara yang sekaligus memuat tanggung jawab yang 
berbeda-beda berdasarkan kewenangan serta kewajiban dari masing-masing 
pemangku. Pengelolaan keuangan negara dalam hukum keuangan negara 
memiliki berbagai penamaan atau sebutan yang berbeda-beda. Perbedaan 
penamaan atau penyebutan bagi para pengelola keuangan negara didasarkan pada 
kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Walaupun terdapat perbedaan dalam penamaan atau 
penyebutan, tanggung jawab bagi pengelola keuangan negara tidak jauh berbeda, 
yakni tidak boleh menimbulkan kerugian bagi negara. Utamanya adalah dalam 
mengelola keuangan negara harus dengan niat untuk mencapai tujuan negara 
dalam rangka terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tujuan 
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pembentukan negara indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan 
UUD 1945. 
Pengelola keuangan negara dalam mengelolah keuangan negara tidak 
boleh atau dilarang menetapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan 
dan kewajibannya. Apabila kebijakan ditetapkan dalam rangka pengelolaan 
keuangan negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku maka pengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan 
kerugian keuangan negara tersebut. Dalam mempertanggungjawabkan 
kewenangan dan kewajibannya ini boleh kepada atasan yang lebih tinggi dan 
bahkan dapat dihadapkan ke pengadilan karena menyangkut kelalaian 
administrasi dan atau perbuatannya memiliki unsur pidana.  




Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola 
keuangan negara, dalam pengelolaan keuangan negara yang berada dalam 
lingkup kewenangan presiden meliputi kewenangan secara umum yakni 
dalam pengelolaan keuangan negara presiden diakhir tahun wajib untuk 
dipertanggungjawabkan kepada pemilik kedaulatan melalui dewan 
perwakilan rakyat (DPR) pertanggungjawaban ini merupakan wujud dari 
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara dan 
pengelolaan keuangan negara secara khusus, yakni pengelolaan keuangan 
negara yang diamanatkan kepada menteri keuangan untuk mengatur lebih 
lanjut kepada jajaran menteri-menteri, pimpinan lembaga-lembaga non 
kementerian, serta pimpinan lembaga negara yang berdasarkan atas 
kebutuhan masing-masing. Kemudian, setelah itu menteri Keuangan 
mendistribusikan kepada lembaga-lembaga tersebut berdasarkan rencana 
kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan.  
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Kepala negara atau presiden bertindak sebagai “chief finansial 
officer” dalam melakukan tindakan hukum yang berakibat terhadap 
keuangan negara dapat disebut dengan istilah (otorisasi) yakni tindakan 
yang dilakukan dalam bentuk menerbitkan surat keputusan otorisasi, 
contohnya presiden menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan 
Duta Besar, Hakim Agung, Konsul, Menteri Agama, Jaksa Agung, Ketua 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,   
Secara yuridis, berikut ini kewenangan untuk mengelola keuangan 
negara dari presiden:  
a. Dikuasakan kepada menteri keuangan, yang merupakan pelaku 
dalam pengelolaan fiskal serta wakil pemerintahan untuk 
kepemilikan keuangan negara yang terpisah. 
b. Dikuasakan kepada para menteri dan/atau pimpinan lembaga negara 
yang merupakan pengguna anggaran/barang kementerian 
negara/lembaga negara yang dipimpinnya. 
c. Dikuasakan/ diserahkan kepada wakil pemerintah pusat di daerah 
(Gubernur/Bupati/Wali kota) untuk mengelola keuangan daerah serta 
kepemilikan keuangan daerah yang terpisahkan. 
d. Yang tidak masuk kewenangan dalam bidang moneter, yaitu 
mengeluarkan serta mengedarkan uang, yang di atur melalui 
peraturan perundang-undangang. 
2. Bendahara Umum Negara 
Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang tentang 
Perbendaharaan Negara, pengertian bendahara umum negara yaitu pejabat 
yang diberi wewenang dalam melaksanakan fungsi bendahara, yang 
dimaksud dalam pejabat dalam undang-undang ini adalah Menteri 
keuangan karena bertindak sebagai “Chief Operasional Officer” dalam 




Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan 
oleh undang-undang tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam 
rangka pengelolaan keuangan negara maka dari itu Menteri Keuangan 
harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 
keuangan. Menteri keuangan yang merupakan pembantu presiden dalam 
bidang pengelolaan keuangan negara berada pada kedudukan yang 
strategis sebagai pelaku dalam pengelolaan fiskal serta wakil pemerintah 
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan serta selaku 
bendahara umum negara. Maka dari itu atas kewenangan dalam 
pengelolaan keuangan negara bidang fiskal, menteri keuangan mempunyai 
tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Keuangan 
Negara, tugas-tugasnya yaitu: 
a. Bertugas menyusun kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi 
makro; 
b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN) serta rencana perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja negara; 
c. Bertugas Mengesahkan dokumen untuk pelaksanaan anggaran; 
d. Melakukan suatu perjanjian internasional dalam bidang keuangan; 
e. Bertugas Melakukan pemungutan pendapatan negara yang telah 
diatur dengan peraturan perundang-undangan; 
f. Melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum negara; 
g. Bertugas menyusun laporan keuangan, yaitu pertanggungjawaban 
dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan 
h. Melakukan tugas-tugas yang lain di bidang pengelolaan fiskal 
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menteri keuangan dalam tugasnya sebagai bendahara umum 
negara, maka diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 15 tahun 
2005 Pasal 7 Ayat 2 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 




a. Berwenang enetapkan kebijakan serta pedoman dalam 
pelaksanaan anggaran negara; 
b. Berwenang mengesahkan dokumen terkait pelaksanaan anggaran 
negara; 
c. Berwenang melaksanakan pengendalian terhadap anggaran 
negara; 
d. Berwenang menetapkan sistem penerimaan serta pengeluaran 
untuk kas negara; 
e. Berwenang menunjuk bank/lembaga keuangan yang lainnya 
untuk rangka pelaksanaan penerimaan serta pengeluaran terhadap 
anggaran negara; 
f. Berwenang mengatur dan menatausahakan dana yang diperlukan 
untuk pelaksanaan anggaran negara; 
g. Berwenang menyimpan uang negara; 
h. Berwenang menempatkan uang negara dalam 
pengelolaan/menatausahakan investasi; 
i. Berwenang  melakukan pembayaran berdasarkan atas permintaan 
pejabat pengelola anggaran di dalam beban rekening kas umum 
negara; 
j. Berwenang melakukan dan memberikan pinjaman; 
k. Berwenang melakukan pengelolaan piutang dan utang negara; 
l. Berwenang mengajukan rancangan terkait peraturan pemerintah 
dalam standar akuntansi; 
m. Berwenang melakukan penagihan terhadap piutang negara; 
n. Berwenang  menetapkan sistem dalam akuntansi serta pelaporan 
keuangan negara; 
o. Berwenang menyajikan informasi tentang keuangan negara; 
p. Berwenang menetapkan pedoman pengelolaan dan kebijakan 
serta penghapusan terhadap barang milik negara; 
q. Berwenang menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap 




r. Berwenang menunjuk pejabat yang menjadi kuasa bendahara 
umum negara. 
Selaku yang diberi kuasa sebagai bendahara umum negara Menteri 
Keuangan memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengangkat kuasa 
bendahara umum negara yang bertugas untuk untuk melaksanakan 
kewajiban kebendaharaan dalam kerangka untuk pelaksanaan anggaran 
negara di wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengangkatan 
tersebut adalah untuk membantu bendahara umum negara dalam 
melaksanakan fungsi penerimaan serta pengeluaran kas guna melakukan 
pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Berikut adalah tugas kuasa 




d. Menatausahakan; dan 
e. Mempertanggungjawabkan keuangan serta surat berharga yang 
berbeda dalam pengelolaannya. 
Selain memiliki tugas kebendaharaan, kuasa bendahara umum 
negara juga memiliki kewajiban, yakni sebagai berikut: 
a. Memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga 
sebagai penerimaan anggaran. 
b. Melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran 
negara. 
3. Menteri dan Pimpinan Lembaga 
Menteri dan/atau pimpinan lembaga merupakan salah satu pihak 
yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
mengelolah keuangan negara. Menteri dan/atau lembaga negara disini 
diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelolah keuangan 




keuangan berada dalam kedudukan sebagai pejabat pengguna anggaran 
atau pejabat pengguna barang negara di instansi masing-masing. Dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengguna anggaran atau 
pengguna barang negara, menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, 
dan lembaga negara harus berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni sebagai berikut: 
a. Menyusun dokumen untuk pelaksanaan anggaran; 
b. Menunjuk kuasa pengguna anggaran dan/atau barang; 
c. Menetapkan pejabat untuk diberi tugas melakukan pemungutan 
keuangan negara; 
d. Menetapkan pejabat untuk diberi tugas melakukan pengelolaan 
piutang dan utang; 
e. Melakukan tindakan untuk berakibat terhadap pengeluaran 
anggaran belanja; 
f. Menetapkan pejabat untuk diberi tugas melakukan pengujian serta 
perintah pembayaran; 
g. Menggunakan barang yang dimiliki oleh negara; 
h. Menetapkan pejabat untuk diberi tugas melakukan pengelolaan 
barang yang dimiliki negara; 
i. Mengawasi pelaksanaan dari anggaran; 
j. Menyusun serta menyampaikan laporan keuangan ke kementerian 
negara/lembaga dalam lingkup yang dipinpinnya. 
 
4. Bendahara 
Bendahara merupakan setiap orang ataupun badan yang bertugas 
untuk dan serta atas nama negara, untuk menerima, menyimpan, serta 
membayar atau menyerahkan uang, surat berharga dan barang-barang 





a. Bendahara umum, yaitu bendahara dalam lingkup kewenangan 
kementerian keuangan yang bertugas untuk mengelolah keuangan 
negara; 
b. Bendahara khusus, yaitu perbendaharaan yang dilaksanakan oleh 
badan ataupun orang pada setiap kantor/satuan kerja kementerian 
negara, lembaga negara dan lembaga pemerintahan non 
kementerian.  
 
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
Dalam sistem kepegawaian di negara indonesia dikenal dengan 
nama pegawai negeri yang meliputi; pegawai negeri sipil (pusat dan 
daerah), anggota tentara nasional indonesia serta anggota kepolisian. 
Dalam hal ini pegawai negeri dapat diangkat untuk mengelolah keuangan 
negara, tetapi tidak berstatus sebagai bendahara sehingga tidak mempunyai 
kewajiban dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Namun kewajiban 
itu hanya tertuju kepada atasan yang membawahi pegawai negeri tersebut. 
6. Pejabat Lain 
Mengelola keuangan negara dapat pula dilakukan oleh pejabat lain, 
hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara utamanya pada Pasal 59 Ayat 2 
yang secara tegas ditetapkan pejabat lain yang meliputi pejabat negara 
serta pejabat penyelenggara pemerintahan tidak berstatus sebagai pejabat 
negara, yang tidak termasuk bendahara, dan tidak termasuk dalam pegawai 
negeri. seperti: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 
pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Komisi Yudisial, Mahkamah 
Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu. 
Pejabat lain untuk mengelola keuangan negara harus diangkat oleh 
atasannya, dan harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan 




keuangan negara karena kedudukannya sebagai pemerintahan negara, 
maka dari itu pejabat lain tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap 
keuangan negara yang berada didalam tanggungjawabnya. Apabila pejabat 
lain ini dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan kerugian terhadap 
keuangan negara, maka pejabat lain tersebut wajib melakukan penggantian 






























PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Aturan Hukum  pemberian Hak Diskresi dan Impunitas dalam Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Covid-19  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 
Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 
Pandemi Covid-19  telah berdampak besar terhadap keberlangsungan 
hidup ummat manusia dimana telah merenggut nyawa jutaan manusia di dunia, di 
indonesia sendiri untuk menghadapi pandemi yang secara tiba-tiba dan dalam 
jangka waktu yang lama ini pemerintah telah membuat berbagai regulasi 
kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini, salah satu regulasi yang 
diterbitkan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 
Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan sebagai dasar hukum pemerintah untuk 
melakukan stabilitas perekonomian terutama didalam ketidakpastian 
perekonomian dunia, Namun dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2020 telah terjadi perbedaan pandangan Pro dan kontra di masyarakat 
terhadap regulasi tersebut, khususnya pada bunyi Pasal 27 Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. 
 
1. Analisis Hukum Hak Diskresi  dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 
2020  
Presiden didalam membuat sebuah regulasi diberikan sebuah 
keistimewaan dimana Presiden berhak membuat peraturan pemerintah 
penganti undang-undang (PERPU) khususnya dalam suatu keadaan 
kegentingan yang memaksa yang secara Konstitusional telah diatur dalam 




Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menafsirkan kondisi 
“kegentingan yang memaksa” adalah sebagai berikut:
54
 
a)  Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara 
cepat berdasarkan undang-undang; 
b)   Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum atau ada undang-undang, tapi tidak memadai, dan 
c)    Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
undang-undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang 
cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian 
untuk diselesaikan. 
  Atas penjelasan penafsiran yang telah dikemukakan oleh Mahkamah 
Kostitusi melalui putusannya di atas maka, sesungguhnya Perppu No.1 Tahun 
2020 telah memenuni syarat. Dimana tujuan dari pembentukan Perppu No. 1 
Tahun 2020 yang telah disahkan dan ditetapkan menjadi Undan-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 yakni untuk memberikan landasan serta kepastian 
hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan serta langkah-langkah 
tertentu dalam rangka penanganan krisis kesehatan,ekonomi dan Politik yang 
disebabkan pademi covid-19. 
Menurut Sjahcrah basah menyatakan bahwa perlu adanya kejelasan dan 
ketegasan pemerintah untuk melindungi pejabat administrasi negara didalam 
menjalankan tindakan/perbuatan hukum administrasi dalam karangka 
diskresi, agar pejabat administrasi negara dapat menjalankan fungsinya, dilain 
sisi perlindungan ini juga harus ada batasannya serta masyarakat dapat 
perlindungan dari tindakan pejabat administrasi negara, alasanya untuk 
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memberikan perlindungan terhadap pejabat administrasi negara secara 
rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
55
 
 Melihat materi muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian 
telah ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
yang merupakan upaya preventif pemerintah dalam menhadapi impilkasi 
covid-19 yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional 
dan/atau stabilitas sistem keuangan dimana sesungguhnya pemerintah bukan 
saja sedang menggunakan kewenangan atributifnya untuk mengeluarkan 
Perpu berdasarkan konstitusi, tapi juga sedang menggunakan kewenangan 
diskresi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
Pengambilang kebijakan di masa pandemi Covid-19 harus sesegera 
mungkin dilakukan oleh setiap pejabat pengambil kebijakan guna untuk 
terciptanya kesiapan dan ketanggapan pemerintah didalam merespon 
persoalan yang terjadi didalam masyarakat, maka dari itu pemerintah 
membuat regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan 
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk pejabat pembuat kebijakan yang pada 
intinya memberikan kebebasan untuk mengambil kebijakan atau biasa disebut 
Diskresi. 
Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi 
UU Nomor 2 Tahun 2020 bukan tanpa perdebatan, dimana terjadi pro dan 
kontra didalam masyarakat terkait salah satu bunyi pasal yakni pada klausa 
Pasal 27 dimana pasal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk dari 
kekuasaan absolut yang di gunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi 
pejabat untuk bertindak atas kemauan sendiri serta dibebaskan dari 
pertanggungjawaban atas tindakan hukum pengambilan kebijakan yang dapat 
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menimbulkan kerugian bagi negara. Dimana Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2020 Berbunyi:
56
 
“biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga 
anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan 
Negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja 
Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan 
pembiayaan, kebijaka stabilitas sistem keuangan dan program 
pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi 
untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan 
kerugian Negara”  
 
Pasal 27 Ayat 1 secara tegas telah memberikan perlindungan hukum 
kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pandemi 
dan segala biaya yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan kerugian 
negara. Ini merupakan diskresi yang bebas bagi pemerintah didalam 
menjalankan tugasnya, dimana didalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rumusan “kerugian 
keuangan negara” adalah  Hilang atau berkurangnya hak serta kewajiban 
negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan 
sengaja melawan hukum dalam bentuk:
57
 
a) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  
b) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;  
c) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; 
d) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 
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lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang ddipisahkan 
pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
58
 
Apabila rumusan ketentuan “kerugian negara” dihilangkan maka akan 
menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial didalam 
pertanggungjawaban keungan negara oleh pemerintah karena jika mengacu 
pada Pasal 1 dan 2 UU tersebut di atas kerugian keuangan negara yang 
sengaja dilakukan dalam bentuk melawan hukum sehingga mengakibatkan 
hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang itu berkurang, dengan 
begitu rumusan kerugian keuangan negara telah diatur dalam Pasal 1 dan 2 
UU Nomor 17 Tahun 2003 hal ini tentunya bertolak belakang dengan Pasal 
27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatakan segala tindakan yang 
dilakukan dalam kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara 
itu bukan merupakan kerugian negara, secara nyata akan membuat pejabat 
pemerintah yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
akan menjadi leluasa serta memiliki kekuasaan yang absolut.  
Defenisi Kerugian Negara/Daerah dapat dilihat didalam Pasal 1 angka 
15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang 
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai
59
. serta Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara/daerah 
adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.
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Pemerintah didalam menjalankan diskresi sebelum adanya UU Nomor 
2 Tahun 2020 ini telah memiliki landasan yuridis yang kuat didalam Undang-
Undang  No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun 
akan menjadi sebuah masalah ketika diskresi digunakan tidak sesuai aturan 
(discretional corruption). Dimana apabila penyalahgunaan itu terjadi karena 
penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk 
memperoleh keuntungan pribadi dengan dikeluarkannya diskresi yang dapat 
berujung pada tindakan korupsi.
61
 
Menurut organisasi Bank Dunia (World Bank) korupsi di bagi menjadi 
dua tipe, yakni korupsi administrative corruption dan korupsi state capture. 
Korupsi administrative corruption adalah tindakan yang sengaja untuk 
dilakukan menghambat pelaksanaan keputusan, kebijakan atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan 
sendiri, sedangkan Korupsi tipe state capture adalah tindakan individu, 
kelompok, atau korporasi baik di sector publik atau swasta untuk 
mempengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, 




Sesungguhnya pemerintah telah mempertimbangkan bahwa dampak 
pandemi covid-19 kemungkinan besar akan menimbulkan krisis. Ketentuan 
pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 semata-mata untuk memberikan rasa 
“aman” bagi para penjabat pemerintahan agar tidak terjerat kasus hukum atau 
kriminalisasi pasca pandemi covid-19 yang membuat pejabat pemerintahan 
itu takut ataupun ragu mengeluarkan kebijakan diskresi.   
Kebijakan diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pengelola kebijakan 
didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Pasal 27 Ayat 1 hanya 
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berlaku dan dibatasi pada pejabat yang diatur lebih lanjut didalam Pasal yang 
sama namun di ayat keduanya yang berbunyi:
63
 
“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, 
dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan 
pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik 
secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas 
didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Menurut ketentuan pada Ayat 2 tersebut menyatakan bahwa diskresi 
yang digunakan oleh pejabat Pemerintah dalam rangka melaksanakan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya tidak dapat di tuntut 
baik secara dipidana maupu perdata. Perlindungan seperti ini bukan 
merupakan suatu hal yang baru didalam Hukum Indonesia, seperti terdapat 
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan 
istilah "alasan penghapus pidana" yang oleh para pakar hukum dibagi 
kedalam 3 bagian yakni; alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan 
penghapus penuntutan. 
Secara eksplisit dapat dibaca bahwa kebijakan darurat yang ditempuh 
Pemerintah melalui Perppu ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik 
untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. 
Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak yang beritikad tidak 
baik dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan 
ketentuan pasal 27 ayat (2). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 
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melalui perppu ini, sesungguhnya Pemerintah sedang menggunakan 
kewenangan atributifnya berdasarkan konstitusi dan kewenangan diskresinya 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
Pasal 27 Ayat (3) lebih lanjut secara tegas dan tertulis memberikan 
legalitas bagi pemerintah untuk tidak takut dalam mengambil keputusan 
diskresi, diman bunyi pasal 27 Ayat (3)
64
: 
Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasar 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan 
objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha 
negara. 
 
Bunyi pasal 27 Ayat (3) di atas telah menuai pro kontra di dalam 
masyarakat khususnya pada diksi kata ”Bukan Merupakan Objek Gugatan”  
telah memberikan legitimasi bagi pejabat atministrasi negara untuk 
menggunakan diskresi seluas-luasnya tampa adanya rasa takut akan 
pertanggungjawaban keuangan atas kerugian akibat keputusan diskresi 
tersebut. Masyarakat pun yang mengalami kerugian baik secara materil 
maupun formil atas keputusan diskresi pejabat pemerintah tersebut kemudian 
merasa linglung atas bunyi pasal tersebut. 
2. Analisis Hukum Hak Impunitas  dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 
2020  
Selain menyangkut ketentuan mengenai diskresi pemerintah didalam 
mengambil keputusan di masa pandemi Covid-19 ini Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2020 juga mempunyai persoalan lain yaitu adanya pasal yang 
mengatur mengenai Kekebalan Hukum (hak imunitas) pejabat negara. pasal 
tersebut diatur didalam Ketentuan Penutup Pasal 27 yang berbunyi: 
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1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota 
KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara 
termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara 
termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan 
pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program 
pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi 
untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan 
kerugian negara. 
2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan 
pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan 
pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik 
secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas 
didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan 
merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata 
usaha negara. 
 
Berdasarkan bunyi pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 di atas, terdapat beberapa poin kesimpulan yaitu: 
a. Biaya apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama pandemi 
Covid-19 ini bukan termasuk didalam kerugian negara. 
b. Pejabat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata jika 
dalam melaksanakan kewenangan berdasar pada iktikad baik serta 
sesuai akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang didasarkan pada peraturan 




Terkait adanya 3 hal diatas, maka selama diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pejabat Pemerintahan akan memperoleh 
kekebalan hukum (imunitas). Dalam hakikatnya Ketiga hak imunitas tersebut 
telah  melanggar sejumlah ketentuan aturan perundang-undangan baik yang 
tercantum dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang. Meskipun dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
telah dikenal sebuah konsep diskresi, akan tetapi Pasal 24 huruf b Undang-
undang tersebut telah memberikan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 telah 
melanggar/bertentangan dengan beberapa regulasi, Berdasarkan hal itu, 
kemudian dapat di rinci sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah 
bertentangan atau dilanggar oleh ketentuan pada Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2020, yaitu: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)  
Secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum, jadi prinsip-prinsip negara hukum 
melekat dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqie, ada 
dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu;
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- supremasi hukum, 
- persamaan dalam hukum, 
- asas legalitas, 
- pembatasan kekuasaan, 
- organ eksekutif yang independen, 
- peradilan bebas dan tidak memihak, 
- peradilan tata usaha negara, 
- peradilan tata negara, 
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- perlindungan hak asasi manusia, 
- bersifat demokratis, 
- sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan 
- transparansi dan kontrol sosial. 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2020 telah melanggar sejumlah aturan dasar sebuah ciri negara hukum, 
yaitu pembatasan kekuasaan, persamaan dalam hukum, peradilan tata 
usaha negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan 
persamaan dalam hukum (equality before the law), pada dasarnya tidak 
ada perbedaan antara pejabat satu dengan yang lainnya ataupun dengan 
rakyat biasa terkait pelanggaran hukum pidana maupun perdata, sementara 
itu pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 terdapat beberapa 
jabatan yang tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata terkait 
kebijakannya yang didasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yaitu: 
- Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
- Sekretaris KSSK, 
- Anggota sekretariat KSSK, dan 
- Pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan 
- Pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu Nomor 
1 Tahun 2020. 
 
Lantas muncul pro dan kontra di masyarakat yakni apakah lima 
kelompok pejabat di atas akan memperoleh hak imunitas dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Sedangkan apabila 
setiap kebijakan yang berpotensi merugikan negara tidak mengenal 
pengecualian, siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan aturan 






2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) 
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang 
berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ini berarti hukum 
harusnya memperlakukan setiap orang dengan metode dan cara yang sama. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Frej Klem Thomsen, yang 
menurutnya the principle of equality before the law is a principle of 
procedural legal equality will hold that a courtought to treat a case in a 




Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dalam pasal 27 terdapat 
pelanggaran hak asasi atas kesamaan dimata hukum (equality before the 
law). Kesetaraan tersebut bukan hanya antara pejabat pemerintah dan 
rakyat saja, Namun juga terjadi didalam internal pejabat pemerintahan. 
Contohnya: 
- Melakukan kebijakan di bidang perpajakan yang merugikan 
keuangan negara di luar UU No. 2 Tahun 2020 di Pidana 
sedangkan didalam UU No. 2 Tahun 2020 tidak dipidana. 
- Melakukan kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang 
keuangan daerah yang merugikan keuangan negara di luar UU No. 
2 Tahun 2020 di Pidana sedangkan didalam UU No. 2 Tahun 2020 
tidak dipidana. 
Dari beberapa contoh diatas penulis memastikan bahwa hanya 
pejabat pemerintah tertentu yang memiliki kewenangan untuk 
mendapatkan kekebalan hukum (impunitas), akan tetapi lantas bagaimana 
dengan Pejabat pemerintah lain yang secara tidak langsung berkaitan 
dengan Covid-19 Apakah memiliki kewenangan yang sama ataukah hanya 
sebagian kecil saja seperti pejabat dilingkup BUMN dan BUMD hingga 
pelaksana pemerintahan lainnya di tingkat desadan kelurahan. UU No. 2 
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tahun 2020 berpotensi melahirkan perlakuan yang berbeda di mata hukum 
(inequality before the law). 
 
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 ditetapkan bahwa: 
- Pasal 2 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 
dijatuhkan. 
 
- Pasal 3 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
Menurut teori dasar pembentukan perundang-undangan definisi 
setiap orang dalam Undang-Undang diatas mengacu pada kata “setiap 
orang” yang memiliki makna bahwa ketentuan pidana dalam pasal tersebut 
berlaku bagi siapapun tanpa adanya pengecualian. Maka, pejabat yang 




kebijakannya dianggap merugikan keuangan negara seharusnya harus 
dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 3 undang-undang tersebut.
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Secara tegas didalam UU Tipikor apabila melihat kondisi saat ini 
yang merupakan efek pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menetapkan 
darurat kesehatan yang berimplikasi pada krisis moneter, maka segala 
tindakan yang merugikan negara (korupsi) di masa darurat bencana dapat 
dijatuhkan pidana mati. Ini merupakan kontradiktif antara UU No. 2 Tahun 
2020 dengan UU Tipikor.  
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara Pasal 1 ayat (3). 
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara ditetapkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah 
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata”. 
Sedangkan didalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 
ditetapkan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil 
berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang 
dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini secara tidak 
langsung menetapkan bahwa segala tindakan Pejabat pemerintah yang 
berdasar atas aturan ini tidak boleh dilakukan koreksi oleh siapapun. Pasal 
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ini telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, 
yang menyatakan bahwa bukan hanya “keputusan” semata yang bisa 
dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan juga 
dapat berupa “tindakan” Pejabat Tata Usaha Negara juga bisa menjadi 
objek yang disengketakan. Oleh karena itulah terdapat hal yang 
kontradiktif terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dengan UU No. 
2 Tahun 2020. 
Problematika Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dimasyarakat yang menurut 
akademisi telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 tentang prinsip negara hukum dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 tentang prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Ketentuan ini menutup ruang masyarakat untuk mencari keadilan, baik itu secara 
perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban administrasi di pengadilan tata 
usaha negara. Yang mana kedudukan iktikad baik dalam norma Pasal 27 ayat (1) 
merupakan ranah yang perlu dibuktikan dan dapat diukur melalui serangkaian 
pembuktian di muka peradilan. Sebagaimana mungkin suatu peristiwa yang masih 
perlu dilakukan pembuktian apakah terdapat unsur itikad baiknya atau tidak akan 
tetapi di awal sudah tertutup pembuktiannya. Maka pasal ini telah mengurangi dan 
mengambil kewenangan organ kekuasaan kehakiman yang independen dan 
mandiri untuk memutus apakah hal ikhwal ada atau tidaknya itikad baik tersebut. 
 
B. Implikasi hak Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah terhadap 
Kebijakan Keuangan Negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (APBN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19  
Kewenangan menggunakan diskresi Sesungguhnya tidak perlu 
dikhawatirkan oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah itu sendiri. Selain 
sebagai kewenangan dalam menggerakan jalannya fungsi pemerintahan, diskresi 
juga telah memiliki legitimasi yang kuat didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tetapi akan menjadi masalah ketika 




(discretional corruption). Penyalahgunaan itu terjadi karena beberapa faktor 
seperti; faktor pejabatnya yang rakus, faktor desakan atasan ataukah penafsiran 
yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan 
tertentu dengan dikeluarkannya diskresi yang ujung-ujungnya berujung pada 
tindakan korupsi. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengambilan 
keputusan oleh pejabat negara ini diberikan kekuasaan yang tinggi dengan 
diberikannya perlindungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas 
putusan serta tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut atau yang 
dalam bahasa hukumnya disebut hak Impunitas. 
Tindakan cepat pemerintah dalam masa darurat bencana harusnya segera 
dilakukan, namun sering kali adanya aturan yang rumit membuat kebijakan itu 
lambat untuk dikeluarkan inilah yang menjadi dasar pemberian dikresi dan 
impunitas kepada pejabat pemerintah guna percepatan pengeluaran kebijakan 
serta memberikan perlindungan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan tersebut. 
Akan tetapi seringkali kebijakan yang dikeluarkan tersebut disalahgunakan seperti 
pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt, absolute 
power, corrupt absolutely”. Secara logika, dalam keadaan darurat seperti 
sekarang kebijakan pejabat pemerintah rawan untuk disalahgunakan.
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Penanganan pandemi covid-19 melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2020 sangat diperlukan karena pandemi covid-19 telah membawa implikasi 
berdampak bagi hukum, kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada 
akhirnya menyebabkan pengusuran kesejahteraan rakyat. Penjelasan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat di uraikan secara singkat berdasarkan  
rumusan berikut ini: 
a. Pandemi covid-19 secara terbukti telah mengganggu aktivitas ekonomi dan 
membawa dampak negatif bagi perekonomian negara-negara di seluruh 
dunia, termasuk negara Indonesia. 
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b. Pandemi covid dalam terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi 
pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi 
belanja negara, pendapatan negara, serta pembiayaan negara. 
c. Atas dasar tersebut respon pemerintah terhadap kebijakan keuangan negara 
dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi dampak risiko pandemi covid-19, 
antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi dampak kesehatan, 




Maka dari itu berikut adalah Langkah-langkah Pemerintah dalam 
menangani Pandemi Covid-19: 
a. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 
(Covid-19) pada tanggal 20 Maret 2020. Hal-hal yang diatur dalam Inpres 
Nomor 4 Tahun 2020, antara lain: 
1) Mengutamakan alokasi penggunaan anggaran yang ada untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan 
pandemi covid-19 (refocusing kegiatan dan realokasi anggaran) 
maka dari itu harus mengacu kepada protokol penanganan covid-19 
di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana 
operasional percepatan penanganan covid-19 yang ditetapkan oleh 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 
2) Dalam mempercepat refocusing realokasi dan kegiatan anggaran 
melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan 
revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan 
wewenangnya. 
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3) Mempercepat pengadaan pembelanjaan barang dan jasa untuk 
mendukung percepatan penanganan pandemi covid-19 dengan 
mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. 
Instruksi Presiden (Impres) Nomor 4 Tahun 2020 merupakan 
regulasi kebijakan yang diterbitkan Presiden dalam penyelenggaraan 
kewenangan penanganan pandemi covid-19 di ranah teknis operasional 
berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam APBN tahun 2020. Hal ini 
bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan APD, rumah sakit darurat, obat-
obatan, biaya-biaya pendukung medis, dan lain-lain yang dibutuhkan 
dalam penanganan pandemi covid-19. 
b. Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020. 
 
Pengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam penaganan 
dampak sosial ekonomi dari kondisi darurat pandemi covid-19 oleh pemerintah 
melalui berbagai kebijakan relaksasi regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja di sektor kesehatan, 
pengeluaran untuk social safety net (jaring pengaman sosial), serta pemulihan 
perekonomian, untuk memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor 
keuangan. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi 
covid-19 dilakukan dengan perubahan postur dan/atau rincian APBN tahun 2020 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Kebijakan 
keuangan negara berkaitan dengan kebijakan pendapatan negara termasuk 




bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan keuangan negara 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu: 
1. Penganggaran dan pembiayaan 
Dalam rangka untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara, 
maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Pemerintah 
memiliki kewenangan untuk: 
a) menetapkan batasan defisit anggaran, yakni: 1. Melampaui 3% (tiga 
persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi 
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 
stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya 
Tahun Anggaran 2022; 2. Anggaran Sejak Tahun 2023 besaran defisit 
akan menjadi kembali paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari 
Produk Domestik Bruto (PDB); dan 3. penyesuaian besaran defisit 
sebagaimana dimaksud pada poin 1 menjadi sebagaimana dimaksud 
pada poin 2 dilakukan secara bertahap. 
b) melakukan penyesuaian dalam besaran belanja wajib (mandatory 
spending) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait; 
c) melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan 
/ atau antar program ; 
d) melakukan langkah tindakan yang berpengaruh pada pengeluaran atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang 
anggaran dalam pembiayaan pengeluaran tersebut belum tersedia atau 
tidak cukup, serta menentukan proses dan metode pengadaan 
barang/jasa; 
e) menggunakan anggaran yang bersumber dari: 1) Sisa Anggaran Lebih 
(SAL); 2) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 3) dana 
yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 4) dana yang dikelola 




pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN); 
f) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah 
Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi 
Corona Virus Disease 20l9 (COVID-l9) untuk dapat dibeli oleh Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, 
dan atau investor ritel; 
g) menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari 
dalam dan/atau luar negeri; 
h) memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; 
i) melakukan penggunaan pengutamaan alokasi anggaran untuk kegiatan 
tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau 
pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa, dengan kriteria tertentu; 
j) memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau 
k) melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di 
bidang keuangan negara. 
 
2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah  
pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, dalam rangka 
penanganan pandemi covid-19 Pemerintah Daerah diberikan kewenangan 
keleluasaan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran 
untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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3. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional  
kebijakan keuangan negara dalam rangka memberikan dukungan 
guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah 
menjalankan program yang disebut dengan program pemulihan ekonomi 
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nasional. Program tersebut bertujuan melindungi, mempertahankan serta 
meningkatkan kemampuan ekonomi untuk para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. 
Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui 
penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, Penyertaan Modal 
Negara, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Pertama penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah 
dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga 
keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. 
Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung 
oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha 
penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi 
nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. 
4. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dan Pelaporan 
langkah-langkah Pelaksanaan kebijakan keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan 
dengan tetap memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. Sehingga 
untuk perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan 
negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai 
dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden, yaitu 
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. 
Ketentuan Penutup Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 27 
ayat (1) dinyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah 
dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan 




pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan 
ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk 
penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian 
negara. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris 
KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian 
Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga 
Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak 
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam 
melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) selanjutnya 
menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan 
merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
Pasal 27 Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 telah memberi 
jaminan kepada pejabat pemerintah dalam hal ini KSSK bahwa segala 
tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi 
Covid-19 berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan 
kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya 
keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian 
dari krisis inilah yang disebut hak diskresi. Maka dari itu bukan 
merupakan suatu objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. kepada 
pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang 
ini juga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam 
melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan inilah yang disebut hak 
impunitas. Itikad baik menurut Penjelasan Pasal 24F Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan/atau tindakan yang 




berdasarkan AUPB. Yang dimaksud AUPB dalam Undang-Undang yaitu: 
a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. 
Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. 
Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik. 
Pemberian hak diskresi dan impunitas dapat berimplikasi buruk terhadap 
sistem pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kita kedepannya. Bukan 
tampa alasan bahwa pemberian diskresi dan impunitas sudah perna lahir di 
indonesia dalam rangka penyehatan perbankan dalam krisis ekonomi tahun 1998 
yang pada saat itu dibentuk suatu badan yang dinamakan badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN) yang salah satu kewenangannya adalah melakukan 
pengawasan pembinaan dan upaya penyehatan bank. Adanya kewenangan yang 
begitu luas tersebut BPPN disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk meraup 
keuntungan pribadi. Dimana salah satu tugas yang dilakukan oleh BPPN adalah 
melakukan penyelasaian cessie dari bank indonesia (BI) kepada pemerintah, yang 
sekarang kita sering dengar kasus bantuan likuiditas bank indonesia (BLBI) yang 
mengakibatkan kerugian kepada pemerintah atas akibat piutang-piutang yang 
diterimanya bukan merupakan piutang yang dapat mudah dicairkan sehingga 
berakibat pada terjadinya gagal bayar yang luar biasa besar terhadap piutang yang 
dimiliki pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara  mencapai Rp. 1.000 
Trilliun. Adapun dalam kasus ini sampe sekarang belum selesai akibat adanya 
halangan secara hukum akibat dari pemberian kewenangan yang absolut 
tersebut.
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 yang mengakibatkan negara kita mengalami kerugian akibat korupsi 
pengelolaan dana yang salah dan mala menguntungkan pribadi pejabat pemerintah 
pembuat kebijakan. 
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1. Penerbitan regulasi yang meligitimasi penggunaan Diskresi dengan ditambah 
adanya perlindungan kekebalan hukum (Impunitas) atas diskresi tersebut, 
menurut pemerintah pemberian ini sama sekali tidak bermaksud untuk 
menciptakan kekuasaan absolut bagi pejabat publik, sebab Pasal 27 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi 
pejabat pemerintah agar tidak ragu mengambil kebijakan untuk kemanfaatan 
serta kepastian yang lebih luas, yakni mengatasi Covid-19 demi keselamatan 
warga negara. Pelaksanaan diskresi apalagi ditengah kondisi krisis tentunya 
perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalagunaan. Cara yang dapat 
dilakukan yakni secara internal, bagaimana penggunaan diskresi haruslah 
berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 dan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, 
kontrol eksternal sangat diperlukan melalui upaya pengawasan oleh publik. 
Partisipasi publik ini menjadi penting untuk menjadi mitra kritis pemerintah 
yang berfungsi untuk penyeimbang dan pengawas terhadap jalannya 
penyelenggaraan negara. 
2. Kemudian persoalan selanjutnya adalah kerugian Negara akibat tindakan 
pengambilak kebijakan diskresi dengan kewenangan BPK menetapkan 
kerugian negara tersebut, tidak termasuk bagian dari ketentuan-ketentuan 
yang secara tegas dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dalam ketentuan 
Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, yang secara khusus memuat 
dan menegaskan ketidakberlakuan pasal-pasal dari berbagai Undang-undang. 
Sementara frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dapat dijadikan 
justifikasi, karena rumusannya masih bersifat umum, bahkan cenderung 
berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundangan-
undangan. Sehingga secara yuridis, keberadaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-




menetapkan kerugian Negara. Diharapakan kedepannya perumusan 
pembentukan suatu regulasi agar tetap berpedoman pada asas-asas atau 
ketentuan yang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, 
sehingga ketika diundangkan, keberadaannya tidak menambah daftar panjang 
peraturan perundang-undangan yang menjadi problematika di masyarakat. 
 
B. Saran 
Setelah melakukan analisis terkait persoalan pemberian diskresi dan 
impunitas kepada pejabat publik, maka penulis memilik beberapa masukan dan 
saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan.  
1. Pembuatan peraturan perundang-undangan terutama pada tingkat Undang-
Undang/Perpu hendaknya presiden bersama DPR yang memiliki 
kewenangan dalam hal pembuatan Undang-Undang atau Perpu menelisik 
secara mendalam apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dibuat 
undang-undang atau Perpu tersebut. Sehingga apa yang dibuat oleh 
Presiden dan DPR tersebut benar-benar bisa mengatur masyarakat dan 
tidak menambah suatu permasalahan lagi. 
2. kedepan perlu dibuat peraturan pelaksana atas Perppu No. 1 Tahun 2020 
dalam bentuk peraturan presiden yang mengatur mengenai mekanisme 
pertanggungjawaban, sebab perlu diakui ketentuan mengenai mekanisme 
pertanggungjawaban dalam perppu tersebut masih belum jelas. Hal ini 
perlu ditegaskan untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa setiap 
rupiah yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi akan jelas 
pertanggungjawabannya, sebab pertanggungjawaban yang jelas adalah 










A. Referensi Buku 
An-Nawawi, Al-Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj, juz VII, Kairo: Darul 
Hadits, 2001. 
Asshiddiqie Jimly, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi 
Press, Jakarta, 2005. 
Basah Sjachrah, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi 
Pemerintah, Alumni, Bandung, 1992. 
Bohari H, Pengantar Hukum Pajak, Depok: Rajawali Pers, 2019 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002. 
Djafar Saidi Muhammad, Merdekawati Djafar Eka, Hukum keuangan Negara: 
teori dan praktek, Ed.III, Cat.VI, Depok: Rajawali pers, 2008. 
Djaya Darumurti Krishna, Diskresi Kajian teori Hukum dengan Postscript dan 
Apendiks, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016 
Ferry Makawimbang Hernold, Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan 
Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, 
Yogyakarta: Thafa Media, 2015. 
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2013. 
Indroharto, usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha 
negara, Cat.I, Jakarta: Sinar Harapan, 1993. 
Madril Oce, Diskresi atau Korupsi,  Kompas, 2016. 





Morya Yopie Immanuel Patiro, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana 
Korupsi, Cet.I, , Bandung: CV Keni Media, 2012. 
P Arifin, Atmadja Soeria, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
Suatu Tinajauan Yuridis, Jakarta: PT. Gramedia, 1986. 
Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, 
Yogyakarta: FH UII Press, 2009 
Riyanto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Cet. I, Jakarta: Granit, 
2004. 
Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi daerah, Yogyakarta: 
Graha ilmu, 2014. 
T.p. Menolak impunitas serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak 
Asasi Manusia Melalui Upaya Memerangi impunitas Prinsip-prinsip hak 
Korban, Jakarta: Kontras, 2005. 
Tjandra Riawan, Hukum Keuangan Negara, jakarta: Grasindo, t.th.  
UIN alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 
Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, Makassar: Alauddin 
Press, 2013. 
Usman Poernomo Husaini, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 
1996. 
World Bank, Anticorupption in Transition: A Contribution to the Policy 
Debate,Washington DC: World Bank, 2000. 
Yulikhsan Eri, Keputusan diskresi dan Dinamika Pemerintahan, Aplikasi dalam 




ZA Safrizal, Dkk, Pedoman Umum Menhadapi Pandemi Covid-19 Bagi 
Pemerintah Daerah Pencegahan , Pengendalian, Diagnosa dan 
Manajemen, Jakarta: Bukukemendagri, 2020. 
Zainal Asikin Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. I, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2006. 
 
B. Referensi Jurnal dan Skripsi 
Debora Silalahi Artha, Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Makassar: Jurnal Jurisprudentie, Vol. 7 No. 2 , 2020. 
Gelora Mahardika Ahmad, Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, 
Tulungagung: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,  Vol. 27, No. 2, 2020. 
Goje, Preventative Prophetic Guidance in Infection and Quarantine .Journal of 
Ushuluddin, 2017. 
Halili, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan pelanggengan budaya 
impunitas." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 7.1, 2010. 
Hamsir, Basri Asriani, Perang dan Tanggung jawal Legal Officer, Makassar: 
Jurnal Alauddin Law Development, Vol.2 Issue. 3, 2020. 
Juliani Henny, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan 
Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020,  Semarang: Jurnal Administrative Law & 
Governance Vol.3 No.2, 2020. 
Kahfi Ashabul, Upayah Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, Makassar, 
Jurnal Al-Risalah Vol.20 No. 1, 2020. 
Rachmawati Gunawan Sitti, Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas 
sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas 
sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam 




dan/atau stabilitas sistem keuangan Menjadi Undang-Undang, Universitas 
Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan Vol.4, No.4,  2020. 
Rais Abd Asmar, Kedudukan Gubernur dalam Penyelanggaraan Pemerintahan 
Daerah, Makassar: Jurnal Jurisprudentie, Vol.2 Issue 2. 
Ramadhan Firdaus Fahmi, Anna Erliyana, Perlindungan Kebijakan Diskresi 
dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-undang no. 2 Tahun 2020, 
Depok: Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)  Vol.6, No.2, 2020. 
Safriani Andi, Telaah Terhadap Asas akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Makassar: Jurnal Jurisprudentie, Vol.4 no.1, 2017. 
 
C. Referensi Sumber Lain 
Bima Abimanyu, “Menilik Pasal Kontroversi Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 
Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Humas Universitas Ahmad Dahlan, 
Situs Resmi Https://law.uad.ac.id/menilik-pasal-kontroversi-pada-perppu-
nomor-1-tahun-2020-dalam-perspektif-hukum-pidana/, Diakses pada 
tanggal 15 Desember 2020. 
Fradhana Putra Disantara dan Dicky Eko Prasetio, “Nalar Hagemonik PERPPU 
COVID-19” Situs resmi  https://www.gresnews.com/berita/opini/117983-
nalar-hagemonik-perppu-covid-19/ Gresnews.com, Diakses pada Tanggal 
10 Desember 2020.` 
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Situs resmi  
https://quran.kemenag.go.id/sura/5 
Mahkamah Konstitusi RI, Sejumlah Masyarakat Gugat Konstitusionalitas Perppu 
corona, Berita Humas Mahkamah Konstitusi RI, Situs Resmi, 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16330&menu=2%2
0Diakses%2020/05/2020. Diakses pada Tanggal 10 September 2020. 




pada Tanggal 10 September 2020. 
Maya Septiani, Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman 




penyelenggaraan-pelayanan-publik, Diakses pada Tanggal 12 September 
2020. 
Suprana Jaya, Impunitas, RMOL.ID, Situs Resmi 
https://www.google.com/amp/s/rmol.id/amp/2020/10/29/458788/https-
rmol-id-read-2020-10-29-458788-impunitas, kantor Berita Politik 
“Republik Merdeka”, Diakses pada tanggal 11 Desember 2020. 
Yulaika Ramadhani, Tanda-Tanda Coronavirus & Apa Perbedaan Gejalanya 
dengan Flu Biasa, Tirto.id, Situs resmi https://tirto.id/tanda-tanda-
coronavirus-apa-perbedaan-gejalanya-dengan-flu-biasa-eCAk, 
 
D. Kitab Perundang-Undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 




Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang 
























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Saharuddin R adalah nama penulis dalam skripsi ini, 
Lahir pada tanggal 08 April 1997, di Sabbala Kelurahan 
Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten 
Gowa, yang merupakan anak kedua dari pasangan Rahman Dg 
Molla dan Raba Dg Ngasseng. Jenjang pendidikan penulis 
dimulai ketika masuk Sekolah Dasar SD Inpres Pa’bundukang 
pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009 kemudian penulis melanjutkan 
pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan 
pada tahun 2009 dan tamat tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke 
jenjang Sekolah menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Takalar Jurusan Teknik 
Komputer dan Jaringan di tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015, dan pada tahun 
2017 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 
yakni Perguruan Tinggi dan diterimah sebagai mahasiswa di Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan 
tamat tahun 2021. 
Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis 
telah menyelasaikan tugas akhir skripsi ini yang merupakan salah satu syarat 
didalam memperoleh gelar serjana hukum. Semoga dengan penulisan tugas akhir 
skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif didalam dunia pendidikan. 
Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 
terselesaikannya skripsi yang berjudul “Problematika Pemberian Hak Diskresi 
dan lmpunitas Kepada Pemerintah Terkait Kebiiakan Keuanoan Neoara 
dalam Penanganan Pandemi Covid -19”. 
